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KATA PENGANTAR 

Pu11 dan syuk ur l-;ila p ;mi~1kan h.ehad1rat Aii::ih S\VT. karena berL.::11 r<1h111at 

dan hid a' £il1-Nya penulis dapal 1nen' elesa1kan i'.aryB llm1"h ini dengan _1udul 

PEHANAN PEN'r'iDIK POUH DAL\i\'i MEi\ClJNGKAP KAS US 

PEHAMPOKAN Di KOT.'\ \\'lEDAr'li. 

i,arya fimiab ini d8p2. L dis:.:lesaikan berka! bm1tuzin semua pihak drn1 

penuiis _1u ga menyadari bnl1\rn kan a ilmiah ini masih bam ak ke~urnngann:ia 

karena penuiis sebagai manusia biasa yang uciak lupul Jari kesiiapan-kesilapan 

1fan kes::dahan-kesaiahan 

Selanjutnya penuiis masih mengharapkan saran-saran dab kritikan-kritikan 

serta pendapa1-pendapat dalm11 pembua!m k.an·a ilrniah di rnasa yang akan 
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BAB I 

PENDAHtlLllAN 

Sebagai suatu negara hukurn bangsa Jndonesia rnempunyai sislem 

pen:idiiau d:m catur penegak hukurn Nomun daiam k<:m1ponen peracii !zm yang 

cui-;up penung keberadaannya aciaiam ~epo li s ian . Hai ini c!isebabkan kepolisian 

rnernpak;:,n bag!an vang t1dak dapa! dip1s8hbn antarn smu dengn n !ainnya. karena 

rnerupakan bagian satu sistem yang terintegras i. Sebagai sua1u sistem. peradilan 

pidana memerlukan ke1erikatan dan keterkait<:m dengan kornponen-komponen 

iainnva. 

Dalam Undang-Undang Nornor 8 tahun 1981 lentang KUHAP telah 

mengalur secara iebih rinci 1entang kedudukan. peranan dan tugas kepoiisian 

negara Republik Indonesi a dalarn kaitannya dengan proses pid a.na sebagai 

penyeiidik dan penyidik serta melaksarrnkan koordinasi dan pengawas8n terhadap 

penvidik pega\.vai negeri sipil terten1 u yang diberi \\·ewennng khusus oleh undang · 

undang. 

Dalam KUHAP Pasal I butir l disebutkan pengertin penyid ik adalah 

pc:i abat poiisi negara Republik Indonesia atau pejawab pegamu negeri sipil 

tertentu yang diberi yvewenang khusus oleh undang-undang un!uk melakukan 

penyid1kan. 

Pada dasamva Kepolisim1 Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalarn Pasal 4 bertujuan untuk menjamin !'ertib dan tegaknya hukum 
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sena lerbinanya ketcnleraman masy<uakat guna me\\ u1 udkan keamanan dan 

J..:eteriiban mas,·arabt dalam rnngka lerpeliharanq J..:eamanan dalam negeri, 

terselenggarnnya fungst pertahanan keamanan negara dnn tercapaim a tuj Ll<lll 

nasional deng;m men1unj ung tingg1 hak cwi.si manu sia. 

F\JJ:gsi kepolis!<rn adalah satu fungsi pemerintahan negara di bir:l:mg 

penegalan hukum, perlindungan clan pela \ ·<.man !1lilSY<lrahat serta pernbimbingan 

mas,·arakat dalam rnngka ;erjaminnni ketertiban dan tegaknya hukurn. 

Kepoli sian sebagai bagian integral tiJngsi pemerintahan negara. !emyatr. 

fungsi te.·sebut memdikl takaran ~'ang beg1tu iuas. tidak sekadar aspek refresif 

dalarn bi!annya dengan proses peaega.kan hukum. pidana saja. tetapi juga 

mencakup aspek pre\ ernif berupa tugas-tugac; yang ditakukan yang begitu melekat 

pada fungsi u!ama administrasi negara mulaj dari bimbingffil dan pengaturan 

sampai dengan tindakan kepolis1an vang bersifat administrasi dan bukan 

kompelensi pengadian. 

Demikian Juga hainya dengan salah satu j enis keJaharnn yang akhir-akhi r 

m1 sernakin mcres<~ibkan masyarakat yai tu kasus-kasus perampokan, baik !tu 

dengan senjma api maupun senjatar ta.1am Pola dan corak perampokan juga 

menunjukkan segi kuantitas dan kualitas, baik di jalan raya, pada rumah-rurnah 

masyarakat. bank dan modei perampokan iainnya. 

Berdasarkan perkembangan k~iahatan perempaokan sebagaimana 

disebutkan di atas maka adaiah merupakan hal yang utama meletakan fungs i 

kepolisian ke depan dalam menangani persoalan-persoalan kejahatan ; ang 1erjadi 

di tengah masyarakat, termasuk kasus-kasus pernmpokan, baik itu daiam 
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rnengantisipasi terjadinya kembai 1 kasus-kasus perampokan rnaupun meiakukan 

pem·1d1b11 lerhadap kasus-bsus perernpokan ' 'ang klah te1:jadi 

A. Pengertian dan Penegasan Judui 

Judul merupaLw gans besar peri11salahan nng akm1 d1bakLs dC'bm sebual1 

peneinian. Karnl timiah ini penulis buat dengan _1ud 1JJ ··Penman PenYidik Polri 

Dalarn i'vlengungkap Kasus Perampokan Di Kota l\frdan. 

Agar mendapatkan pengertian ,-ang memadai daiarn memahami karva 

ilminh nantin:a sebaikma diberikan pengertian dan penegasan dan _1uduL Selain 

itu tidak terjadi kesaiahpahan~an dalam mengarnkan judul. Umuk memberikan 

pengertian atas judul yang diajukC1n penulis akan menjelaskan kata perkats vaitu · 

l . Peranan diartikan sebagai ke'' enangan yang diber.ikan kepada sesuatu badan 

L j j' · I i-.:2rena 1ugas can ungsmYa 

2. Pem idik adalah orang yang rnengadakan kegiatan penyidikan. Dai am hal ini 

penn dii-: seperti y::mg disebutkan pada Pasal 1 butir (l) KUHAP menwbmkan 

pen':idik adalah pejabal poiisi negera Republik Indonesia atau pejabm pegawai 

negeri sipil 1erten1u yang diberi \\·ewenang khusus oleh undang-undang untuk 

rnelakukan penvidikan" 

3. ~~olrt rnerupakan singkatan Pohsl Indonesia yang n1enurut Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah segala ikhwal vang berkaitan 

dengan (i.mgsi dan lembaga polis1s sesum dengru1 pernluran perundan~1 -

undangan 

W.J _S Focrwnuarminla_ Ka11111s U11111111 B11lzas11 l11tlo11esia. I3alai Pustak,1 . .lak,1rta. i 993 , 
haL 62 
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4. Dalam menbungkap kasus perampokan diartikan sebaga i suatu proses untuk 

rnenge1ahui dan membuJti kan tclah teqad inva suatu kqjahn1an terhndap lnrta 

benda yailU perempokan 

5 Di Kota i'vl edm1 adalah merupakan Lota lokas1 ke_1ahata11 perampokan teqadi 

Dari pengerllan cian penegasan JUdul ci ! ~llas_ dapnt disimpulkan balm·a 

rnakna dari judu! sh. rips1 penulls adalah ientang pandangan huhun atas 

,. . ~ ' 
pelm1ggaran-pelanggaran yang a1 1aKuKan oieh kepolisian terhadap 1) ermuran 

di siplin kepolistan itu sendiri ditm1au dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik indonesia. 

B. Alasan Pemiiihan Jud ui 

Jika berb icarri mengenai penman Kepo ti sian Repubiik Ind onesia. tidak 

akan dibahas persoaian ada arau tidak adanya ataupun cara beradanya Hukum 

Kepo lisian o!eh karena pemb[caraan yang sedemikian berarti sudah melonca! 

kepersoalan fi lsafat ) ang rum it. 

Akan tetapi menJelmanya suatu lapangan hu1'.u rn yang barn temvata 1idak 

tergantung kepada leori yang rnenghalalkannya ataupun kepada pengakuan . 

Pembidangan hukum ternyata d[tentukan olch kebutuhan prnktis oleh ka_Tena 

tuntutan kemaJuan dan perkembangan mas:varak.at yang demikian pesat seria 

persoalan-persoalan yang diaturpun semakin bertambah kompleks sehingga 

mernerlukan hukum yang cukup banyak. 

Dalam Undang-Undru1g No mor 8 tahun 1981 tentang KUHAP telah 

mengatur secara leb ih rinci tenlang kedudukan, penman dan tugas kepolisian 
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negara Repubiik Indonesia daiam kailanm,a dengan proses ptdana sebagai 

pem elidik dan pen: id1k serta 111e!aksam1kan koordirns1 dan pcngm\·asan terhadap 

penyi d tk pegm\ ai negeri si pil tenentu yang diberi \\'C\\ enang khusus oieh undang-

undang_ 

Saiah satu run~~~ kepoh::nan adalah penegakan huktH11 pcrl1ndung~:n dan 

ten[b d:in legal huturn secL1 terbin<m\·a lelentcrnman mas\ arakat gun2 

Sebagaimana fenomena ,nrng acla sekarang temang kepoiisian Repubiik 

lndoncs1a hanyak dijurnpai kej~tnggtLan-kejanggalan dala1T1 h'11 penyidikan Jang 

., • l "i l • 

metampau 1 balas-balas '' ewen;:mgiwa amara Jain • 

praktenya banYak n1e1a~~-u!<an over ac1in/t yang engarah kepada pen1aksaan 

khusunya rnencari data-da1.a dan inforn1asi 1en1m1g perisliYva peran1pokan 

Perihal penman Polri se,i;rnll mana \\'C\\'emmgnya dapm dtkethui oleh 

Polri sebagai penyidik hernenang menangani semua kasus 1indka pidana, 

apakah L1u tindak pidzma u111un1 maupun tindak pidana 1'husus terrnasuk kasus-

kasus perempokan_ Kewenangan ini di1egaskan dalarn Undang Undang Nomor 28 

Tahun 1 C)l)7_ jo Undang-Undm1g Nornor 2 Tahun 2002 ientang Polri dan sudah 

memiliki kekuatan hukum Dal am KUHAP, Poiri ditetapkan sebaga1 penvidik dan 

memilikt keYvenangan melakukan penyidikan semua tidan pidrma tetapi pada saat 

itu Polri dianggap belum siap_ sesuai buny1 dalam Pasai 284 mat (2) KUJ:-JAP_ 

s 
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d1sebutkan adrnwa peran pihak kepksaan meiakukan pcn~· id1kan seiarna Polri 

belum siap. Tempi setelah Und~mg-Undang N c mor 21\ Tahun I \)l)7 cicabuL Po!ri 

di1etapkan sebagm penvidik semua tindak pidru1a, baik i1u tindak pidana kiiusus 

maupun tindak pidana umum. Kapolri mern«1ta~an bahwa .. mas: arnkat tidal per!u 

ap:iori terhadap kemampL'cU1 Po!n dabm mennngani tu.ipsnva. 2 

Tuntulan refonrnasi menghcndaki ditegakkanma supremss1 hu kum te!ah 

meliuatkan langs ung kepada petugas polisi selaku aparat penegak hukurn . 

Sementara nu. ke1erbukaan dan demokrasi dewasa ini semakin popu!er. 

Demokrasi telah rnenjadi fenomena globaJ bagi lerni.1judnya suatu tatanan dunia 

ba.ru khususnya bag1 bangsa Indonesia. 

Perubaha..11 paradigma penegahm hukum dan pemolisian. tentun ya abn 

rnembawa konsekuens1 pada kelembagaan, organisas i. susunan dan kedudukan 

aparnt penegak hukum_ 1ernrnsuk kepolisian. Apakah organisasi kepnhsinnrn itu 

lerpusat (cemrohzeu') mau kah didensentralisas1 pada daera-daerah otonomi ata:.;. 

kombinasi dari keduam a. ~ 

C. Permasalahan 

Adapun pennasalahan dalam penelitian ini adalah : 

i. Bagaimaria kredibilitas Polri dalarn penyidikan kasus perampokan di Kota 

Medan 

1 R.E. Baringbing, Simpul !l.few1~i11dkan S11pre111a.si Huk11111 , Pusat Kajian Refomrasi. 
Jakarta . 2001 , hal. ) 7 

3 ChairuJc.hn Is1na iL lJe;uokrasi vs· A::11rkhi_ C itr~L Jakn11a_ 2000, ha! ! G 
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::. Baga1rnana aspek hukurn ke\•:enangan Polri sebaga1 penyidik menuru: 

KUH,AP clan Und:mg-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dal<Y11 rnengungk<'.pkan 

kas us perampol;an 

D. f-!ipotesa 

Hipotesa mcrupaknn jmvaixm sementara dari pennasa!ahan yang diap.1kan, 

adapun hipotesa yang diajukan adalah • 

I. Polri mempunyai fungs i yang cukup dalam penyid ikan kasus pernmpokan di 

Kota Medan. salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum yang 

berwenang melakukan penyidikan 

2. KUHAP tidak rnemberikan kewenangan penuh kepada Polis1 sebagai penyidik. 

namun Undang-Undang Nomor L Tahun 2002 tentang !<.epolisian Negara 

Republ ik 1ndonesia sangat berbeJa jauh jika dibandingbn dengan Undang-

Undang Nornor 28 Tahun J 997 khususnya dalam ha! sik ap \\atak se;ta lata 

cara keria yang cenderung lebih militeristik serta memberikan d::i.sar hukt:rn 

\'ang cukup 1'.uat untuk melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak 

hull.mt 1ermasuk penyidik 

E. Tujuan Penuiisan 

TuJuan dari dilakukan pernbahasan karya ilmiah ini adalah sehagai beiikut 

l. Untuk keperiuan sebagai saiah satu pers>1aratan ataLJ rnelengkapi pangkat 

akademis 

7 
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2. Untuk rnengetahui as pek hukum kewenangan dan kredibilitas Polri sebagai 

pen:--idik rn enurut KUH AP clan Undzing-Undang Noi111or 2 Tahun 2002 

F. Metode Pengmnpulan Data 

Dalam penulisan suatu karYa ilmiah padn umumm·a. rn e1ode p engrn~1pulan 

daLa dapa! di\\'~IJUdkan melaiui · 

Li brnry Research ([1 ene! ii ian Kept!stakaan )_ di maria penul is rnern.brrca buk u-

buku yang ada hubungannya dengan karya iimiah ini dan sekali gus mengutip 

pendapat para sarJana yang ada kaitann va dengan kan·a i!miah ini 

2. Field Research (Peneiitian Ke Laprtngan). di man.a penulis mendatangi 

18.ngsung P·')lda Sumu1 serta meminta data 'nng berhubungan dengan bn a 

ilmiah ini seria menganali sanya sehingga dike1ahui perbandingan natra. teo ri 

dan praktek di lapangan 

. ' 
' I 
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BAB II 

Tii-.JJAUAN l_I MUl\l TENTANG PENYIOIKAN OAN PERAMPOKAN 

A. Pengerti:m Penyidikan 

Sebngaml8na dijelaskan dalam k:etentuan umum Pasdl I butir I dan 2 

KU HAP . merumuskan .pengerl ia~1 penrn.l i : ~an vang n'erVi1takan. penyi dik ;idabh 

pe_1abal poiisr Negera Repubiik Indonesia atau pe1aba1 pegm\·ai negeri sipil 

lertentu yang diberi We\\ enang khusus oleh undang-und n.ng Sedang penyidikan 

bernrti serangkaian tindakan ,·ang dilakukan pejabat pen\id1k sesuai dengan cnra 

yang diatur dalam undang-undang untuk mencari sena mengumpulkan bukli dan 

ctengan bukti itu me:nbt:&t atau menjadi ternng tindak pidana Yang te1jadi serta 

sek:aiigus menemukan rersangkan~·a atau pe!aku tindak pida11mwa. 

Pada tindakan pen,-e!idikan diletakan pada tindakan mencan dan 

menemukan sesuatu peristi v\a yang dianggap atau diduga sehagai tindak pidana. 

Pada penvidikan, titik berat tekan.:mnya diletakkan pada tindakan mem:ari serta 

mengumpulkan bukii .. supava 1.indak pidasna yang di1emukan d'1pal menjad: 

ternng_ serla tidak ada perbedaan rnakna keduanYa. Hml\·a hersifrn gradual saja 

Antara penyelidikan dan penvidikan adalah 2 (ciua) fase tind,akan vang berwujud 

salu. Antara keduanya saling berkaitan dan 1si mengisi guna dapa1 diselesaikan 

Penyidikansuatu peristiwa pidana. Namun demikia11. ditrn.iau dari beberpa segi. 

1erdapa1 perbedaan antara kedua tindakan tersebut. 

Menumt KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah Pasal l butir 1 

menyebutkan "penyidik adalah pejabat poli':'i '.nl!!gera Republik Tndonesia atau 
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pejabat pega\\ ai negert sipil tenenLU : ang di beri \\.e\\·cnang khusus oieh undang­

und ang untuk me!akukan pem 1cii L:m·· . 

Kemud 1an pasal Ci a\ ·at ( i) p~n: idik adaiah _ 

PeJabat Po!isi Negara Repub! ik Indonesia 

2, Pejm\ab Pegawni NPgen S1pii tertentu \'ang diberi \\'e\\·enang khusus oieh 

undang-undang 

Pasai 6 aYal (2 1 mem ebuikw1 ··s\·arm kepangkalJ.n pejabaL sebaga1mana 

dal<m1 a)·at (i) abn diatur lebih iani ut daiam peraturan pemc nntah·· Dalam 

penjeiasan dari pasai (, ayat (2) KUHAP. d1 sebutkan bah\·va ··kedudukan dan 

kepangkatan pen:·idik yang d1atu r dalam pernturnn pemerintah diselmaska11 dan 

riiseimbangkan dengan kedudukan dan kepan gka1an penuntut umum dan !1akim 

peradilan umum"'. 

1\fongenai kepangkatan penyidik illi oleh Peraturan Pemerimah No mor 27 

tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. di lerangkan • 

Pasai 2 ayal (1) : 

n Pejabat pohsi Negara Republii.. lndonesia lerlentu 'ang sekurn.ng-ku rangnyi 

berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi 

b. Pe_1abat Pegmrnt Neger! Sipil tertentu ,-ang sekurang-kurangnya berpangkat 

pengatur muda hngkaL l (golongan ii/b a.tau yang disamakan dengan i lu) 

~'1engenai kepangkatan mi masib ada pengecua!ian apabila t1dak acla pem idik 

yang berpangkat Pembamu Leman Dua. seperti Yang ditegaskan ayat t2) dari 

pasal 2 di atas yaitu '·dalam hal di suatu sektor kepoli sian tidak ada pejaba1 

penyidik sebagaimana dirT;::k$ud daiam ayat (1) hurnf a. maka Komandan Sektor 

l () 
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Kepoiisi an \·ang berpangkat bintara di ba\\'ah Pembanlu Let'l<m Dua Polisi. karena 

_1abatan11' a adalah pell\ ·iclik--. 

Ayat (3) ·· pen~ idik sebagaimana dirnaksud daiam ayat (I) huruf a ditun1uk oieh 

Kepala Kepolisian Repub!ik Indonesia sesuai clengm1 perntman perundang-

undangan , -ang beriaLu··. 

dii1rnpahkan kepada peJabat Kepoi1 siz.i1 Negara Republik indo nes ia ses uai dengan 

. 
µera!uran perundru1g-undangan _»ang berlak.u ··. 

Axat ( 5) ··penyidik sebagaimana d1maksud dalam a~;at (l) huruf b diangk.at o leh 

Menteri atas usu! dari Departernen yang mernbawahkari pegmrni negeri tersebut. 

Ivtemen sebeium meiaksanakan pengangkatannya terlebih dahuiu rnendengarkan 

pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik !ndonesi a". 

Setciah d1kernukakan pengenian dan hal-hal yang berhubungan dengan 

pe.nyi dik, maka berikut Yang 3kan d1bicarakan ada!ah pengenian dari penyidikan 

llu . Yang dimaksud dengan pemidikan adalah seran gkaian undakan penv1d1k 

dalarn hal da11 menurui cam yang cl iatur dalam undang-undang ini untuk mencan 

sena mengumpulkan bukti , ·ang dengan bukti iiu rnembuat terang tmdak pidana 

yang te,:iadi dan gu~a menemukan tersangkanva (pasal l bu1ir 2 KUHAP). 

Dari rumusan pengertian pen\ idikan terse but maka dapatlah dimengerti 

ball\\-a tu1uan daripada penyi.dikan itu demikian luasm'<:L vakni hams mampu 

meng umpuikan buk.ii-bukti, menerangkan peristi\rn pidana ten tang apa yang teiah 

terj ad1 serta harus dapat rnenemukan tersangkanya. 

: '. Jntuk dapat terlaksananya tugas dan tujuan dari penyidikan itu, maka 

dibutuhkan adanya tenaga-tenaga penyidik yang telah ierlatih dan ternmpil. 
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Di dalam Undang-Undm1g Nomor 8 tahun l 981. seperti yang lelah 

dim·atakan di ats, udak semua polisi i\egnra Republik lndonesia mempunrn1 

ked udukan sebagm penrn.iik. Artin>·a, hanya pe.1abaL polis1 : ·ang teiah 111emenuh1 

syarat-syarat terternu sajalah yang dapai diangbt mcnj ad1 seonmg pen:vidik 

Tidak diberibnnya 1-;edudukan sebagai pcnyidik kepada setiap polis1 negara ini, di 

sJrnp ing adanya p;.;mbagian tugas tersendiri pada dmas kepolisiu.n . .1uga ad!'lah 

alas dasar pemikiran ~)Wl\Hl pen~· idikan 1tu haruslah ddakuk an oicil yang telah 

mernpunyai syarn1-s,-ara kepru: gkali.m krtentu pada dmas i-..epol1srnn. Demikian 

juga penyidik, haruslah orang-orang yang 1elah memiiik.t keterampilan khusus 

dalam bidang 1:.eny1dikan, baik dalam segi teknik maupun taktis, serta orang-orang 

yang mempunyai dedikasi dan disiplin ~ ·ang tingg1, karena di dalam peiaksanaan 

pen~-idikan ini adakalanya penyidik harus rnenggunakan upaya paksa seperti 

penangkapan, penahanan dan lain-lai n. Di mana apabiia hal ini tidak dilakukan 

oleh pen~vidik-penyjdik yar1g telah terlatih~ n1aka kemungkinan besar bak-hak 

asas1 seseorang yang hendak diadakan penyid ikan terhadap dirinya, \\ alaupun 

prinsip undang-undm1g 1tu sendiri menjunjung hak asas1 rnanusia. 

Namun demiki<m terlepas daripada keiayakan dan keharusan yang harus 

dimi!kJ oleh setiap pen:·idik, maka di dalam situasi dan kondisi yang tertentu , 

sesuai dengan letak geograf1 s daripada Indonesia dan serta masih kurangnya 

tenaga terutama tenaga ahli khususny<l di dalam pen_-idikan pada dinas 

Kepolisian Negara Repubiik Indones ia, mal.,:a oleh undang-undang diberikan 

kesempatan untuk rnengangk:at penyidik-penyidik pembantu baik dari Polisi 

sendiri maupun dari pe_1abat-pe_jabai Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan 

kepolisian negara 
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B. Prnses Penyidikan Mt-numt Kl /HAP 

Penyidikanatau pengusu!an dalam ;1cara pidana dapat dil akukan terhadap 

seorang tersangka apabiia orang tersebul telah rnelakukan sualU ke_1ahatan atau 

periSll\\ a pi drum Peristi \\a pidana 1 tu d apai cl iketahui rnel al u ! 

1. laporan atau pengaduan 

2_ pembecitam1 pers 

k::dapatan terlangkap Langan·' 

Suatu peri stiv,a meliputi soal apakah benar telab teriadi perisfr,\a pidm1a 

atau s iapapel akw1Ya ( dedernya). iVlaksud Pe1w idikanitu pertama-tama supa_ ·a 

penyidik dapat memperumbangkan benar tidaknya telah te~iadi tindka pidana 

tersebut. Dal8111 hai ini di dunia ;imu pengetahu llil hukum ada 2 (dua) sistern 

Penyidikanyang dapat dianuL yaitu -

i. Sis1em PenYidikanlnquisitoir 

2 Sistem Pen:·idi kanAccusatoi r 

1. Si.\"tem Penyidikan In11uisiloir (arti kata p enyidikan) 

S1stern mi menganggap si 1erd0b1 a itu sebagai suatu objek. su a\ u barnng 

~>ang harus diperiksa \\UJUdnya berhubungan dengan suatu pendak\Naan. 

Pad a abad pertengahan dan abad l-:e-18 sifat hukum acZlra pidana menganul 

sistern mquisnoir m1. Bahwa si pemeriksan tidak Jarang menggunakan 

bangku/pemeriksa/penyidik agar si tersangka mengaku saja perbuatannya itu . Jadi 

di sini cara pembuktian itu sangat terganiung dari Penyidikan sendiri . 

1 S Tmrnsuhrnlo, Pera1wn Peradilan, A \LUnni __ Bandung_ 1987_ hill. I U - 11 
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Pen:--·idikall\\ u.1ud ini berupa pendengaran s1 lersangka tentang dirinya 

pribadi. Oleh kart 1w SL1dah ada suatu pendak\\.aan \ang sedikit banvak te!ab . . 

diyakrni kebenaramw a oleh \'ang rnendak\\ a me lal ui sumber-sw~1ber pengetahuan 

di luar tersangka, rn llka pendengaran tersangka sudah sernestin} a rnerupakan 

pendorong kepada tersangka, supaya mengakui sa1a kesalahann\'a. Minat 

mendo;·ongkan ke <u·ah suatu pengakuan sat<1h ini biasanya berhubung dengan 

tab1ai pendak\u1 sebaga1 seorang manus1a beiaka, adalah begitu hebat. sehmgga 

dalam prnktek penclo rungan ini berupa penganiayann. Sistem ini dipakat di tingbt 

Penyidikanpendahuluan dan sistem Penyidikanini terjadi SC\\aktu beriakunya HIR 

di bu111i lndonesia ini . 

2. Sistem PenyidikanAccusatoir (arti kata metwduh) 

Sistem ini menganggap seorang ters<mgka/terdakwa sebagai suatu subjek 

yang berhadapu.n dengan pihak lain yang mendak\· ·a. yaitu kepoli sian atau 

k~iaksaan , sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak ilu masrng-masing 

mempunyai hak-hak n 1ng sama niiainya dan hakim berada di mas kedua belah 

pihak iiu untuk rnenyelesaikan soal perkarn pidana antara mereka menuru1 

peraturan hukum pidana yang berlaku . 

.Bahwa sifat sistem ini mulai nampak setelah Revolusi Perancis tahun 1 97 I 

melaiui Code Penal Perancis. cara Penyidikanpada tingkal penghabisan dit akukan 

di muka umwn_ sehingga tindakan se\:1,enang-\Yenang berakhir Begitu juga 

kepada terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membela diri Hal ini .1uga 

sama kedudukannya (keadammya) di Negeri Belanda yang pada waktu itu telah 

termasuk ke dalam kekuasaan Pera.ncis. 
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Kaiau di Indonesia keadaan sepeni ini lebih dipertegas lag i. Hal ini 

lermuat cla!a111 Und<mg-Undang Nomo r J-4 Tahun l l)70 (l_indang-Undang temang 

Ke1 enturn1-Ketentuan Pokok K ek uasaan i(.ehaki man) \·ang menyebutkan bahw8. 

se!iap orang_ yang disangka_ ditang ~ ap_ ditahan_ d!tun!uf cbn 2!Ztu dihadapkan di 

depan pengadiian wajib dianggap udak bersaiah sebelum adanya putusan 

peng'1diian_ \·ang mem·at:-J:an kesa!ahann Yr\ dan memp ewl eh kekl1ata11 lw kum 

vang telap (Pasai 8) . yang lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah 

(preseumption of innocent)_ sehingga terda...J.;:,,-a di dala111 hal i:i 1 berkedudukan 

sebagai subJek yang berhadapan dengan subjek penuntut umurn/jaksa. 

Di depan persidangan baik lerdak-wa ataupun pembela maupun pemmtut 

umum1)aksa oleh h <:1kim akan diberikan bak \'ang sama sena kesempatan yang 

sama. Akan tetapi dari semua kese111patm Yang di berikan 0 leh hakim tersebuL 

maka kesempatan terakhir selalu diberikan kepada terdakwa. ivfisalnya seteiah 

pemmtul urnum rnembacakan tuntutannya (requisitoirnya)_ maka gil irnnm a 

d1berikm1 kepada terdakwa atau pembelanya hak pembeiaan clan j ika penuntut 

urnuni. memin!a replik_ Yakn i ingin memberikan tanggapan terhadap ·-:ot;1 

pembeiaan terdaklYa/penasehat hukunm~'a. yakn i tanggapan atas repiik tersebut 

Demikian seterusnya, hingga saat kesempatan itu dihentikan oleh hakim. Jika 

hakim memandang bahwa telah cukup kesempatan-kesempatan Yang diberikan 

kepada kedua belah pihak dan hakim akan memberikan putusanm a 5 

Pengaturan tentang inquisatoir yang iunak kita lihat dan beberapa pasal 

yang tercanturn pada Bab VII (Pasal 69 - 74) dan Pasal 115 KU HAP . Di sini 

0 Marliman Prodjohamicljoio, Ked11d11ka11 Ter.rn11gka da11 Terdak wa Dalam Peny idikan . 
Seri Pemerataan Keadilan. hal. l 9 
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penuiis rnengambii beberapa pasai un!uk membuktikan bah\\'a KUHAP menganut 

sistern Pemiclilarn11qu1sa!oir \'ang iunak. 

P<Lsa i (i'J KUHAP ir:en»ebutkan -'penaseh::t hukurn berhak menghu bungi 

lersang ka se1ak saa! di!angkap atau ditah an pad<i sernun Ungka t 

Penyidikanmenurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini . -· 

Pasal 70 a:vat ( 1.) menyebutbn -·oennsehat huku111 sebagaimana dinmksud 

daimn pasal GY berhak menghubungi dan berbicara dengan tcrsangka pad::i se tiap 

tingkat Penyidikandan setiap \\ aktu untuk kepentinBan pernbelaan perkirnnya --

Pasal 73 menyebutkan -·penasehal hukum berhak mengirim dan menerima 

sura! dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya_ .. 

Pasal l i 5 aym (l) menyebutkan '-dalarn_ hai penyidik melakukan 

Penyidi kanterhadap 1ersm1gka. penaselrnt hukum dapat mengiku!i 1a!Jnm a 

Penyidikandengan cara meiihat serta menden gar penyidikan ,. 

Pa.sat 1J5 ayat (2) mem ebu!kan '-dalarn hal kejahatan terhadap kearnrnrn n 

negara penasehat hukurn dapat hadir dengan cara meiihat teiap1 11d ak dapa1 

mendengar Penyidikan!erh<!dap tersungka ... 

Dalarn Pem-idikandengan sis!~m inquisatoir 'ang lunak mah:a dalam 

prakteknya tersangka boleh men-Unta kepada penasehal hukum pen1elasan­

penjelasan tentang pertanyaan dari peny1dik Yang kurang ia pahami, baik ani 

maupun pertanyaan yang dim<lksudkan. Bahkan jika ada pertarn aan yang bersifat 

menjerat, maka penasehat hukum wajib memberikan peringatan kepada tersangka 

akan adanya jeratan itu yang harus dihindari atau ia tola. Karena itu di dalarn 

sistem inquisatoir yang lunak. tersangka tidak diperiukan sebagai obj cf;: a-tau 

sebagai barang yi:mg hams diperiksa vvuj udnya berhubungan dengan su aiu 
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persangkaan. akan tetapi tersangka sebagai subJek , dimima keterangan yang _1elas 

clan lernng apakah perbualan yang dilak uka11 olehnYa !tu merupakan perbuatan 

p1dana atau tidak. Dalarn Penyidikanini trdak diperkenankan unluk mem oero leh 

suatu penga kuan salah. seperti di dal mn HIR_ sehingga olah karena ilu penyidi k 

tidak diboiehkan melakukan penganiayaan lerhadap tersangka. 

Sebag<1imana yang kita .iumpai di dalam Pasal 52 U ) HA P. bahwa yang 

hendak di ca pai atau dip croleh adaiah ke ter<mgan tersangka a1:Ui terdakwa bukan 

. 
pengakuw1 tersangka aiau lerdab\ a Bunvi Pasal 52 KU HAP tersebut adalah 

sebagai beri kut '·dalam Penyid i bnpada tmgbt perwidi kan dan pen gad ii an. 

tersangka atau terdahva berhak memberikan keterangan secara beb a<> kepada 

penyidiK atau hakim." 

C. P rnses Penyidikan Menurnt lJnri ang-Undaug Nomor 2 Tahun 2002 

Un~lang-Undang Nomor 2 Taliun 2002 tentang K.epolisian Negaro 

Republik Indonesia tidak ada secara spesi fikasi menerangkan proses pen:--·idi kan. 

tetapi dari Pasal l 6 Undang-llndm.1<~ Nomor 2 Tahun 2002 dapat di tern.n gkrrn 

merupaka.11 urutan-urutan proses penyidikan vang dilakukan kepo lisianm. Adapun 

isi Posal il.J Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah : 

l . Daiam Rangka menyelenggarakan rugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 

13 dan 14 d i bidang proses pidana. Kepolisian Negara Repub lik Indonesia 

bern enang untuk : 

a lV1elakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan 

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau o .~~masuki lempat kejadian 

perkma untuk kepentingan penyidikan 
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c. iv! (~mbmrn dan mengbadaph.an ornng kepada pen~·1d i k dal rn rangka 

pe11yid1kan 

d. Men> uruh berhenti orang ~ ·ang d1curi gai Jan menanyakan ~ena memeriksa 

Urnda pengena! din 

e. Meiakukan pemenksaan dan penyitaan surat 

r ~,lern anggil orang untuk didengar can dipe ri ksa sebaga i tersangka 2tau 

saksi 

g. l\1enda!angkan ()rang ahli \ang d1p 1~ rl u kan dnlam hubungnnnya dengan 

pemenksaan perkara 

h. !'vlengadakan penghentian penyidi kan 

1. Menyerahkan berkas perkar<L kepada penuntut umurn 

J MengaJukan perrnintmm secarn Jangsung kepada J.~ejabat imigrasi dalarn 

keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan iangkai terhadapp 

orang yang disangka rnelakubn tindnk pid ana 

k. l\!iernberikan petunjuk dan bantuan pern·idikan kepada penyidik pega\\ 8i 

negeri sipil serta menerima basil pet!\ id ikan pega\\ ai negeri sip il un ru ).. 

d iserahkan kepada penumut umum 

L rvlengadakan tindakan lain menurnt hukum yang bertanggung_jawab 

2. Tindakan lain sebagaimana dirnaksud daiam ayat ( l) huruf I adaiah tindakan 

pem eJidikan clan pen\idikan yang dilaksanakan Jika memenuhi s'arn! sebagai 

berikut • 

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum 

b. Seiaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut 

dilakukan 
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c. Harus patut. masuk aka! dan termasuk dalam iingkungzm .1abata11nya 

cl. Pet tirnb<1ngan ya ng layak benfosarbn keadaan vang memaksa 

e. fViet1 gho r111at1 hak asas i rnanusia 

D. Pihak-pihak Yang Berwenang Melakukan Penyidikan 

Di mas sudah d1.1elas kan s! iipa yang di sebut pem·id ik ya ilu ornng ya:1g 

melakukan penyidikan yang !erdiri dari pejabat sepeni d1jelaskan pada Pasai l 

bulir l. Kemudian dipertagac; dan dipermci lagi ctaiam Pnsal (1 KUl-LAP. Akan 

tetapi. di samping apa yang diatur dalam pasal J butir l dan Pasal G. terdapat lagi 

Pas<ll 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik. 

Umuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang Yang berhak: 

sebagai pen: idi k ditinjau dari scgi instar. si maupun kepangka!an. diregaskan 

daJam pasa! G KUHAP. Dalam pasal tersebut diten1ukan instansi d<m kepangkaian 

seorang pej ab at penyidik Bertitik to!ak dari ketentuan ?asal 6 d imaksd , yang 

berhak diangkm sebagai pej abat penyidik. 

Pejabat Penyidik Poiri 

iVl enurut ketentuan Pasal t1 ayat ( l ) hun1f a, salah satu instansi yang diberi 

kewer1angan melakukan penyidikan iaiah ' 'pejabat Polisi Negara". Memang dari 

segi diferensiasi fungsional. KUHAP telah rnel akukan tanggung jawab fungsi 

penyidikan kepada instansi kepoiisian. Cuma agar seorang pc;j abat kepolisian 

dapat diberi jabatan sebagai penyidik, lwrus memenuhi '·syarat kepangkatan" 

sebagaimana hai itu ditegaskan dalam Pasa! 6 ayat (2) Menurut penjelasan Pasal 

G ayal (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diat ur dalam Peraturan 
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Pemcrintah. diseiaraskan dru1 di seimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan 

pt nun iutan umurn dan hak1m perad ilan umunt Dari bun\"! penielasan ini. KUH AP 

sendiri beium rnengalur s:-arat kepangkrdan , ·ang dikehendaki Pasai 6 . s,·arat 

kepangka1an tersebul akan diatur lebih laniut dalarn Pern!uran Pemerintah Untu k 

1tu. pen1elasan Pasai (1 teiah memberi pelUn1 uk s upa\'a dalam menetapkan 

kepangbtan pejabat pen) id ik. diseswukm1 denga1 ~ kfp~mgkatan penunlut um um 

dan hak im Pengadiian Negeri . 

Pera!urnn P;omcrintah yang mengatur masalab 1-:ep angkatan pej i."lbcil 

penYi e ik sebagaimana yang dikehendaki keten1uan Pasal 6 sud3h ada dan telah 

di1e!apkan pad a tanggal J Agustu s 1983. bernpa Peraturan Pemerimtah Nornor 27 

Tahun 1983 . Syarat kepangkatan pejabat pen~,-idik diatur dalam Bab fL 

Mernperhatikan ketentuan kepangbtan yang din tur dal8111 Bab II 1\1emperhatikan 

ketentuan dan pengangkatan pejabat pem id i k kepoli si an dapat di! ih at urnian 

sebagai benkut : 

I. Pejab11I Penyidik Penuh 

Pejab at poli s1 , ·ang dap at diangkat sebagai PE'.iabat '~p en~· idik penu11 ··. 

harus memenuhi syarai kepangkatan dan pengangkatan 

l. Sekur::mg-kurangma berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi 

2. Atau , ·an g berpangkat bintara di bawah Pembanw Letnan Dua apabila dal arn 

suatu sekior kepohsian tidak ada pejabat penYid1k Yang berpangkat Pembantu 

Letnan Dua 

3. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia 
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Demikian syarat kepangkalan dan pengangkatan pejabat polist rnenjadi 

pejabat µen~·idih: . Dari bunyi keteniua;1 Pasal 2 ayat (2) pernturnn pemenn1ah 

Nomor 27 Tahun 2982. seka iipun pada 11rinsipnya svaral kepangkatan pe_1abal 

pen> [dik sberpangkal Pembantu Lelnan Dua. namun rneningkat kurangn,·a lenaga 

personei 'ang belum memadai terutama di daerah-daerah atztu di kantor-kar.tor 

-~e -~.! or kepolisian . Pernturan Pcmerintah memperkenanh.nn .1 nb<1!2m 0penyid il-.: 

d1pangku oieh seorang anggota kepoii sian yang herpangbn bintara Kepm1gkman 

\·ang serupa ini memang t1dak sernc;i jib ditinjau dari sudu! :keseimbangan 

kepangkapan penuntut umum maui)ll!1 hakim yang bertugas di Pengadil an Negeri 

Apalagi dari segi kemampuan pengetahuan hukum seorang bintara kurang dapat 

dipertanggung a1wabkan segi kemampuan da.:1 peng&iaman. itu sebabn va sering 

dijumpai penvidikan yang tidak menrndm dan tidak ternrah . 

2. Penyitiik Pcmbantu 

Peiabat Polisi yang dapat dirn1gkat sebagai ~-1n1,·i dik pemban!u-· di atur 

dalam pasal 33 Pera1uran Pernerimah Nomor 27 T;ihun l 98'.\ . fv! enunn ke1entu::m 

irn. syarat kepangkatan untuk d2pat diangkat sebagai pejabat penqd1k pernbantu : 

1. Sekurang-kurangnya berpangkm Sersan Dua Polisi 

2. Atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan 

syarat sekurang-kurangnya beqnngkat Pengatur Muda (golongan ii/a) 

3. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik lndonesia atas !_l SUl kornnndan atau 

pimpinan kesatuan masing-masing 

Khusus pengangkatan pegmvai negeri sipil di I ingkung ;.r · ~·~ epol isian 

menjadi pejabat penyidik pembantu. yang bersangkutan harus mempunyai 
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keahlian atau kekhususan daJam bidang tenentu . Tanpa s,·ara1 tersebut tidak ada 

alasan aiau urgens! untuk mengangkat mereka menjad! pejabal pen\' idik 

pernbantu. Svarat kepa11gkman penyid1k pembantu. ieb ih rend ah dan pangkal 

_1aba!an pemidik Berdasar hirarki dan organisatori s. pem·idik pernbantu 

d1perbantukan kepada pe_1abat penv1dik:. oleh karcna 1lu ~ '~p<mgkatan mereka harus 

!ebih renda.h darr pe1widik. 

Sepert! dikatakan. pem·idik pembantu bukan mes 1i terdiri dari anggola 

Polri , teiapi bisa diangkal dan kalangnn pega\\ ai negeri s!pil Po!ri sesuai dengan 

keahiian khusus yang mereka miiiki dalam bidang terlenlu. Misalnya ahli kimia 

alau ahli patologi. Kalau pegawai sipil Polri yang dern!kian tidak b1 sa diangkat 

mei~Jadi penyidik pewbantu, mungh:in akan mernmbulkan hambatan rlalam 

pelaksanaan penyid1kan. Sebab di kalangan anggota Polri sendiri yang memiliki 

svarat kepangkatnn dan keah!ian tenentu mungkin rnasih sangat langka. ltu seb<lb 

utama yang menj ad i motivasi keperluan peny1dik pembantu dapat diangkat dmi 

katangan pega\\ a i sipii. 

BuJ.:..m1lkah sudah ada pe1abat penyi dil-; ·) Apa pedunrn ada pen:<id tl : 

pernbantu ') Bukankah hai ini seo lah-olah dualis tis dalam wbuh aparat penyidik ·; 

rv!emang menurut logika, dengan adanva p~jabat penYidiL, tidak perlu dibentuk 

suatu eselon yang bernaman penyidik pembantu. Sebab secara rasi o. dengana 

danya pbatan penyidik berdnsar svara! kepangka!im terien!u. semua anggota Polri 

~·ang berada di bawah jajaran pejabat pen~ridik ada!ah pembantu bagi p~j abat 

penyidik. Apalagi _iika ctihubungkan dengan ketentuan pasal 11 , pengklasidikasian 

antara penyidikan dengan penyidik pembar,,;, \iemakin mengherankan. Sebab 
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berdasarkan ketentuan Paszil ii_ penyid ik pernbantu mernpunyai 1\·e\\ enang y~ng 

sebagairnana d 1 perinci pzida pas al 7 m al (I). 

Untuk mcndcipatLan pen1eiasan atas UasiCikasi pem idik. mungkin dapat 

di!erim a alasan qmg d1kemukakan pad a buku Pedornan Pelaks8nam1 KUHAP 

\'ang men_i elash.an iatGr be!akan~ urgens1 pengangkatan pejabat penyidik 

pernban!u_ yang daprJ d.isimpulbrn. 

1. Disebabkan terbatasnya tenaga Poi ri 'ang berpangkat len entu sebagai pe_i ab<U 

pen)·idik. feruta nn daerah-daerah sd tor kepoiisian di daernh terpenci L masib 

barwak Yang d1pangku pejabat kepolisian yang berpangkat bintara 

2. Okh ka1 ena itu. seandrunrn s,·arnt kepangkatan pejaba1 penv1dik seku1ang­

kurangn~ a berpangkm Pembantu Letnan Dua Polis1 s. seiangkan yang 

berpangkat demikian belurn rnencukupi keb utnhan Yang diperlukan sesum 

dengan banyaknya jumiah Sektor Kepoli sian. hai seperti m1 akan 

rnenimbulkan hambatm-1 bagi pelaksanaan fungsi penyid1kan di daerah-d aernh, 

sehingga hesar ke1mmgkinan pelak sanaan fungs i penyidikan tidak beqalan di 

daerah-daernl1 

Penyidik Pegawai 1Vegeri Sipil 

Mereka diberi \\ewenang khusus oleh undang-undang Penvidik pegmvai 

negen sipil dimur dal am Pasal 6 aya1 t l) huruf b. ~;ai1u pegm\ ai negeri sip ii 

mempunym fungs i dru1 ,, e,yenan g sebagai penyid1k. Pada dasarm a we,,·enang 

yang mereka miliki bersumb er dari ketentuan undang-undang pid ana khus us. yang 

telah menetapkan sendiri 1:< 11berian \Vewenang penyidikan pada salah satu pasal. 
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Jadi, d1 sampmg pepbat pen~ ·idik Poiri_ w1dang- und:mg pidann !-;husus 

lersebut memberi n e\\e1rnng kepada pejabat pegmrni negen Slpii yang 

bersangkutan unluh. mi.; iakub n penyidikan. Misalnya Undang-Und ;mg Merek 

Nomor 19 T abu n l '!')2 (dillbah menj adi Und<mg- Und<mg Nomor ! 4 Tahun I !)CJ7). 

Pasai 81i undang-un.dar;g 1m menegaskan kewenangan mel ak ukan petl\'idikan 

tind<J.:: rnere k \ ang !ersc-b ul da lnm Pasa! 8 ! . 82 dm1 ~)3 dilimp<ihkan kepada PP ~~ S . 

De mikian juga yang kiw jumpai pada kelcntuan Pasal 17 Undang-Undand Darura1 

Nornor 7 Tahun I lJ() .;; _ antara lain rne nunju k pegcHrni negeri s q~ il sebagai pern id ik 

daiam peristiwa tindak pidana ekonomi. pelimpahannva diberikan kep ada pejabat 

du m1e. Akan tetapi harus diingat, wewenang penyidikan yang dimiliki oleh 

pej abat penyidik pegawai nege n sipii hanya 1erba!as pada undang-undang pidana 

khu sus itu. lni sesuai dengan pemb iltnsan ,,\ ewenang yang disebutkan dalam Pas:.'ll 

7 ayat (2) yang berbunyi "penyidik pegmvai negeri sipil sebaga imana vang 

di maksud pada Pasal (1 a\m 9 1) huruf b mempunyai wewenang sesua i dengan 

undang-undang yang men1acli landasan hukumnya mas ing-mas ing dan dalarn 

pelaksanaan iugasn\Zl berada di bm,·ah koord1misi dan pengmHtS(m pern·id1k Poi n 

Lebih lanjut mari kita iihat ked udukan dan we\Yenang pen}'idik pegawai negen 

sipil dalmr1 melaksanab n tugas penyidikan • 

l . Penyidik pegawai negewri sipil kedudukannya berada di bawah • 

a Koordmas i penvi dik Polri 

b. Di bmrnh pengawasan penyidik Polri 

2. Untu k kepentingan pemidikan, penyidik Polri rnemberikan petunjuk kepada 

penyi'.! :r.: pegawai negeri sipil tenentu dan memberikan bantuan penyidikan 

( 

yang diperlub:m (Pasal I 07 ayat (1)) 
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_, , Peny1dik pega\,·ai nege ri s ipii 1ertentu harus mel aiwrbn kepada pe1wid1k Po lri 

len!ang adam·;:i sual u lindak pidana yang di sid1k. jib dar i pen~ · idikan i!u oleh 

pen' 1d1~: pegm' rn negeri sipil ada ditemukan bukli kuat \ 'ang rneng~1ukan 

lindaL p1ci <ma kepacla penuntut umum (Pasal ! 07 m·at (2),l 

4. i\pabii a penyiclik pegawai negeri sipii teiah seiesa1 meiaKu kan penyidikan. 

hnsi! pem idikan \ tersebut hams cliserahJ..an ke1rnda pemmlllt um urn. Carn 

pen) erahannya kepada penumut dtiakul-;an pen~ id1k peg<"rn a: negeri siptl 

. 
rnPia tu [ penYid ik Polri (Pasal 7 a:' M (3)) 

Yang ingrn ditanyakan, apakah penyidik Polri dapal mengembalikan hasil 

penYiu1 kan penyidik pegm,·ai r.egeri sipil untuk. menn1ruh lakukan 

1x·nyempurnaan penyidikan •) Alau apakah penyid1k Po in dapat melak:ukan 

sendin pem empurnaan basil pennd1kan penvid1 k peg<n\ m negeri sipil ·) tentu 

dapm meiaku;.,:an. Sebeium penyid1k Polri meneruskan hasii penyidikan 

pen>·idtk pegm\ ai negen st piL berwewemmg untu k memeri ksa segala 

keku rangan ~ ang diiak:ukan pem·id ! 1' pegmrni negeri s1p!l . K ita berpendapm 

pen:1 :di k pegawm negen s1p ii. Hai int didasarkan µada ked udukan yang 

diberikan ~ etentuan Pasal 7 ayat (2) kepada penyidik Polri. sebagai 

koordinator dan pengawas lerhadap penyidik pegmyai negeri sipil Tambahan 

lagi. apa gunanya pelirnpahan hasil penyidikan pegmrni negeri sipil melal ui 

Polri Jika tidak berwenang memeriksa kekurangan yang terdapat dt daiamnya'I 

Cu1.up bera!asan ka!au begit u, penyidik Po!ri dapat merneriksa clan menyuruh 

. · .1a~ ukan tambahan penyidikan. Aiasan seianjutnya, berdasar Pasai 107 ayat 

(1). yang memberi \vewenang kepada penyidik Polri untuk rnemberika..n 
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petunjuk kepada penndik pega\\'ai nege n si pil \:Ve\\ enang ~ 1ang seperti int 

perl u sekali dirniliki pcrwidik Poin, unluk rne11gh indari peng1"mbalian berkas 

oteh penumut umurn berdasar ketenluan Pasai i i 0 a: at lJ.2) . yakni penunlu l 

um um dapat segern mengembal i kan lnsil pen) ic! i kan kepad8 penyidi k 

d1anggap kurang iengkap 

' Apabila pe!l\idik pegm,ai negcri sipil 1!1\:'. ngiJ ,~nt ikan pen\"ldikan yang te!ah 

diiaporkan pada pe:1~ · idi k Polri. penghen!ian pemidi kan i1u haru s 

diberiiahu kan kc:pada pem id1k Polri dan pePuntut umum ( Pasa! 1(19 a~ at (3) 

Tentang masalah pemberitahuan penghenl1an penvidikan oleh penyidik 

µegm' at negeri sipiL terdapal hal yang l\ urang SeJ cti an dalam pemberitc:iliuan 

rindakan penyid1kan , ·ang diiak 1_1kannya. Pada petap oran tindak pidana Yang 

disidiknya. penyi dik pegnwai negeri sipil cukup memberitahu kan atau 

melapo1 kan penyidikan kepada penyidik PolrL tidak perlu diberitahukan 

kepada penuntut umum. Lam halnnl pada penghentian penyidikan. di samping 

harus dibentah ubn oteh pen~'idik pega\\"ai negeri s1pii kepada penyid1k Polri. 

juga langsung membe:itahukan penghentian kepada penunh1 t umum A.pakali 

hal ini dimaksudkan sebagai saiah satu upaya cekmg diantara sesama aparat 

pene~ak hukum ·) Benar demikian halnya. Cuma yang jadi pertanyaan. kenapa 

pada pemberitahuan penyidikan tidak ddaporkan langsung. kenapa puia 

penghentian harus dilaporka.n !angsung kepada penuniut umum ·) 
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E. Pengertian Perampokan 

Pe1ampok<t11 ad::do. h ~ u ~1t u tindak kri mina l d1 rnana sang pelaku 

perampokan (cii sebut pcrampok ) menga mbi l kepemiliki an seseorang/ses ualt1 

mela!u1 tind abn kasar d rrn intimidasi Karena sering rnelibalkan kekasmnn_ 

perampokan dapat menyebabkan jatuhnYa korban. 

i'ufa beberapa macam perampokan_ nnmurn \'ang paling llffillln ada!ah : 

1. Perm11pokan bzmk 

2_ Pernmpokan mubi! 

3. Perampokan di laut (dilakukan oieh ba1 ak laut) 

Perampokan kadang doibedakru1 dari pencurian, pernmpoka.n adalnh 

tindakan pencurian yang berlan gs ung saa! diketahui sang korban_ sedangkan 

pencurian biasanva dianggap dialkuakn saa! tidak diketnhui korb an Selain i1u_ 

pencurian _iuga digunakan sebagai istilah ;-ang lebih urn um yang meruiuk kepada 

segala tindakan pengamb il alihan sesuatu dari suatu p iha.k secara !e rpaksa. 

Perampokan daiam Karn us Besm bahasa Indonesia berasai clari kata 

rnmpol.; van g berarti orang yang mengamb i l dengan paksa dm1 kek ernsan barang 

milik orang iain. Sedangkan perampokan adalah proses cam merampok_<; 

F. Penggolong:m Perampokan dalam K'UHP 

Kitab Und:mg-Undang Huk11m Pi dana (KUHP) tidak ada men_ielaskan 

perihai perampokan. Dalam Buku Ii KUHP 1entang J.:ejahatan Terbadap Hana 

Bend a. hal-hal yang cliatur adalah : 

'' Dinas Penc.lid ikan Nas ional_ Kam11s Besar H11ltas11 illdmH':•da. PN. Balui Pustaka, .fokarta, 
2003. hal. 926 
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l . Pencuri an Daia111 Bab XX !i 

2 . Pemerasan dnn pengancaman da!2m 8Jb XXlll 

3. Pengge. iapan dal~n11 f}ab X~\I\/ 

4. Pempu an dalani Bab XXV 

5 . Penghancuran Jan perusakan benda dalam Bab XXVll 

Dengan demikian istiiah perarnpokan tidak diLenai da!am K:.._ JHP. Ap 2bib 

menar1k leJalrntan pe rampo kan dalam !< UHP maka kejaha!nn tersebut dapat 

dimasukkan ke daiam pencurian sebagaimana diatur dalam Bab XXI! . 

Dalam ilmu hukurn pidana rnengenai pencmian ini telah di atur da!am 

beberapa pasal diantaran: a Pasal 3()2 KUHPidana. Pasal 362 KUHPidan<' 

berbunyi '·barangs iapa men gambiJ suatu barang. Yang som a dengan m aksud akan 

meme1liki barang itu dengan rnela\\ an hak_ dihukum karena pencurian dengan 

hukuman penjara seiama-lamam a 5 (lima) tahun atau d end a sebanvak-brnwaknya 

R.p . 900_- (sebilan ratus rupi ah) . 

A pabila dilelaa h perilrnl pengerti an perarnpokan maka keadrnm l 
Q{lf 1 

pengenwn tersebul akan d.apat dikaitkan dengan unsur-unsur pencunan 

se bagaimana bunyi pasal 362 KUHPidana yai1u sebagai beriku1 • 

i . Mengambil barang 

2. Yang diambil hams ses ua tu barnng 

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 

4 Pengambilan itu harus dilakukan dengan m aks ud untuk rnemiliki barang itu 

dengan melmrnn hukum (melawan hak)7 

R. Soesilo, Kitab U111!a11g- U111la11g Huk11m Pidana Serta Pe11jela.H11111ya_ r0oliteia. 
B l)g 1. 1r. 1984_ hal. 249 
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( l) Perbuatan mengarnbii 

Unsur perlarna dan tind nk pidann pencunan ialah perbualan mengambil 

barang. K::ia rnengambil daiam ~rti sempit ternbatas pad::i me1iggerakkan 

tangan drn1 _1an-Jari mernegang bmangnya dan mengalihka111wa ke lempat lain . 

Sudah inZtm masuk istiiah pencurian apabila orang mencuri barang cair, 

sepe1·t1 rnisaltwa bier dengan men~buh.a sualu kran untuk m ..::ngalirknn11ya ke 

daiarn boloi \·ang d1tempaikan di ba\\'ah kran i!u . bahkan tenaga listrik 

sekarang dianggnp dapat dicuri ciengan sepotong kmvai ;; 

8ernni berdasarkan uraian tersebui dapat kita ketahuoi bahwa perbuatan 

mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut diarnbil oleh onmg yang tidal 

berhak 1e.-i1adap barang lersebut 

(2) Yang diambil harus sesuatu barnm~ 

Kita ketahui bersama bah.wa sif::n trndak pidana pencurian ialah merugikan 

kd.a\ aan st korban. mal.;:a barnng yang diambll jarusla.fi berharga. Harga ini 

ti.do.k sei<ilu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang irn tentu S<l:ia 

barang ynr1g dapat dmikmati oleh orang :·ang membutuhkannya 

(3) Barang yang diambii harus seluruhnya at au sebagian kepunyaan or~-:.ng lain 

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalmn hal ini dimaksudkan bah,.va 

barang yang diarnbil itu haruslah kepunyaan orang lain aiau selain kepunyaan 

orang yru1g mengambil tersebut 

(4) Pengambilan itu hanis dilah1kan dengan maksud untuk memiliki barang itu 

dengan melawan hukum 

8 Wirjc)no Prndjo<likoro. Timlak-tindak Pitla11a Tertrntu di Intlo11esia, Ercsco. Bandung. 
l 986, hal. j 5 
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Daiam ha! ini dima1'sudkan ball\\ a timbuJn,,a perbuatkU1 ilu haruslah 

bcrdasarkan rtdilnya keinginan dmi si pelahu untuk memiliki barang terseb ut 

dengnn cara mela\\an iiukum. di mana l e l ~:l,,. perbuatan melawan hukum dalam 

ha! 111i adalah rne111ilik1 bmang orang clengnn cma mencuri atau mengarnbi! 

barn11g orang lam lanpa sepengetahuan pemilikm·a 

Jadi dengan ckrni krnn jelaslah kita keiahui bahwa adapun \ ang 

dimaksudkan dengan p~ncunan dalarn hal im adainh perbuatan dan sesoerang 

yang mengarnbil barangibenda kepunyaan orang lain dengan cnrn melmHm 

hukum dan hal tersebul pada dasarnya sama dengan tuJuan perampokan, 

Berdasark.an uramn tersebul maka jelas!ah kita ketahui 1ne11gemn 

pencurian tersebui di atas. 

Selanju!nya mengenai jenis-Je!l is pencunan tersebut apabila kita me!ihal 

daiarn Ki1ab Undang-Unda11g Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai 

pencurian diantarnnya adalah , 

i . Pencurian ternak 

Pencu ri an pad a \Yak tu ada kebnkaran dnn sebagain: ri 

3. Pencuri an pada \\'aktu malam 

Pencurian oleh 2 (dua) orang atau !ebih bersama-sama 

5. Pencurian dengan Jalan membongkar. merusak 

(J . Pencurian dengan perkosaan 

7, Pencurian ringan 

30 
UNIVERSITAS MEDAN AREA



BAB HI 

TiN.JAUAN UMl JM KEPOUSJAN REPUBUK INDONESIA 

A. Pcngc1·forn Polisi 

Secara leorili s pengertian mengenni polisi tidal\ ditemukan. !\'e tapi 

pen?riKan pengertt<!JI · poli s1 d::pat dilakukan d<1 n pengernan kepoii si m1 

sebagmn1an<i dialL!r di dalarn Pas<i l l a\a! (I) Undang-Undang Nomor 2 lahun 

2002 lentang Kepolis1an Negara Republik [ndones ia ~ · :rng berbum i · -·Kepoi1sian 

adalah segala ha! ilhwal yang berkait[tn dengan fung~ i dm1 lembag? pol isi sesuai 

dengan pernturan perundang-undangan 

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui po lisi adalah 

seb uah lembaga ~ «mg merni ii ki fun gs i dw1 pe!aksanaan tu g:ls sebagrnmzina , -ang 

ditentu kan oleh peru11dang-u ndan gan 

Di daiam perundang-undang<'l1 Yang imr!a \aitu Undang- Und ang Nomor 

t3 tahun l % ! di1egaskan bahwa kepo!isian negara ialah alat negar;1 penegak 

huk:urn. Tugas inipun kemudian ditegasbn iagi dalarr· Pasal 31 \ (c.j.) a Unc!ang-

Undang Nomor 20 tahun i 982 ymlu UndRng-Undang Pertahanan Keaimman 

Negara. singkat Undang-Undang Hankam. 

Sebelum berlak:unya Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 Yang mencabut 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 mak2 Kepolisian im lergabung di da!am 

sebutffil Angkatan Bersenjata Republik Indonesi~ di mam1 di dalmnn: a 

Kepolisian rnerupakan bagian dari Angka1an .Laut, Angkman darat serta Angkatan 

Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulimrn era reforn :p: i maka 

istilah Angk:atan BersenJala Republik indonesia kembaii kepada asal muiarn a 
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\ aitu Tentar;:i Nasional indonesia dan keberadaan kepoii sian berdiri secara 

terpisrJ1 dengan angkatan berse1~jata !a1nny<L 

B. Tugas dan Fungsi Poiisi 

Telah dikenal olch mawarakaL terl ebih Ji kal angan Kepolisian bah \'-;a 

1 ugas yurid1 s kepo iisian .tenunng di cbi3 m UrH;ang- Undang Nomor 2 tahun 2002 

teniang Kepoi isian Negara Repub!tk Indonesia d<1n di cbbrn Undang-Undang 

Pertahanan dan Keamana11. Untuk kepentingan pembah<:is an. ada bai knya 

diungkapkan kembali pokok-pol.: ok 1u gas yuridis Po!i st v:mg terdapat di dalam 

kedua undang-undang tersebui sebagm beriku\ · 

J. Dala1n Undang-Und<ing Kepolisian Negara Republtk Indonesia (Undang­

Undang Nomor 2 tahun 2002) 

Pasnl 13 

Tugas pok:ok Kepolisian Negara Republik indonesia adalnh · 

a. Meme!ihara keamanan clan ke1.er1iban mas·,arakat 

D. Ivienegakan hukum 

c. !vlemberikan perlindungan, peng2:,-oman clan pelayamm kepada 

masyarakat 

Se!anjutnya daJam Pasai 14 dikatakan : 

(l) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud daiam Pasal l 3 . 

Kepolisian Republik fndonesia. beri11gns : 

a. Iv!elaksanakaJl pengaturan penjagaan, pengawaian dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pernerintah ses1:i,; kebutuhan 
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b. iViem·elenggarakan segaia kegiatan daiarn met\Jainrn keamanan. 

ke1er1ib an dan kelanc<trall !al u lintas di jalan 

c ivlembina rn ;t~ \ ar;ikat un! uk rnenmgkmkan pan1 s1p2ts1 mas\araka1 

kesadaran hukurn rrHlS\ araka! serta ke!aatan \'. arga mas,·arnkal 

terhadap hukurn dan peraturan perLinclang-undangan 

d Turut sena dab11 pernbin(lan hukum nasional 

e. ivlemlihara keteniban dai1 men_iamin kearnanan urnurn 

[ Meiaku Kan koo rd.inasi. penga\\asan clan pembinrum lekms !erh<Jdrrp 

kepoiisran khusus. penyidik pega\\ ai negeri sipil dan bentuk-bentuk 

g. ivielakukan pen~ ·e l i di ka:1 cian pen~ id i kan terhadap semua tinc!ak pidana 

sesu21 dengzm huh.um acarn p1dann dan pernturnn penmd 2ng-undangan 

h. ivie1welenggarakan id entifikasi kepolisian. kedokte rnn kepol1sian. 

laborntorium forensi~. clan psikologi kepolis ian unt uJ.: kepen!ingan 

Lugas ke: poli sian 

L J'vi elmdungi . keseiarnat nn _! J\\ ·a raga. harta bend<L mas;.·arnkat dan 

irn gkun gan hidup darn ga ngguan h:eteniban dan/atau bencana termasuk 

memberikan bantuan dan penol0,11gan dengan menjunjung tinggi hak 

. . 
azas r manusia 

J. MeiaYani kepentingan ' ' arga mas\ makat untuk seinentara sebelrn 1 

ditangani oleh mstansi dan/atau pihak yang ben\'enang 

k. rvlemberikan pelayanan k.epada masyarakat sesum dengan 

kepentingarm~:a dai';;i :' lingkup tugas kepoiisian 

L Melaksanabn !ugas lain sesuai dengan pernturan perundang-undangan 
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(2) Tala cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud C: alam avat (I) 

hurni' f'd1 21ur lebili 18nj ut dengan Peralurnn Pernerin1<:1h 

C. Kewenangan Poiisi Dalam Penegakan 1-hikum 

Pas~1I 15 Und;-ing-U ndang Nomor 2 tahun 2002 nienyebu lbn 

( i ) Daia r. ~ rangka rn ~~m·elenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalarn Pasal 

13 dar1 l4 Kepo!ismn Nega ra Republik fnaonesia secarn umurn bern-emmg 

a M encri rna lapor~ui dan/atau pengad uan 

b. JV!embantu m envelesai bn perse!isi han \Yarga mnsvnrakal vang dapat 

rnengganggu kete1tiban umurn 

c_ Mencegah d<1n menangguiangi tumbuhn ya penYak it masyarakat 

d. Mengawasi alirnn yang dapat menimbul kan perpecah :;m atau mengancarn 

persntuan dan kesatuan bangsa 

e_ iViengelurkan peraturan kepolisian dalam lingkup ke\ve.nangan 

adrninisiratif kepoli sian 

C Meiaksanakan perneri ksazm khusus sebaga1 bagian dan tindakan 

kepol isirm dalam rnngka pencegahan 

g. TV[elakukan tindakan 
1
1)ertama di tempat kejadian 

h. Mengambil sid!k j nri dan identitas lainnrn serta memotret seseorang 

1. ivlencan keternngan dan barnng buk1i 

.1 J\tenyelenggarakan Pusal Infomw si Kriminal NDsional 

k. Mengeluarkan surm iz.in danlatau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka ,-~doiyanan masyarakat 
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i. Memberikan bantuan pengamanan dalarn sidang dan peial-srnaan putu.::iJl '! 

pengadilan. kegia1<ln 1nslansi lain serta kegiatan masyarakal 

rn ~denerima dan mern irnpan barang le1nuan urnuk sementarn \\ aktu 

(2) Kepohsian Negara Republ1k Indonesia sesuai dengan pera\uran perundang­

undangan ~ainnya berwenang • 

a Memberibn izin dan rnenga\ \ asi kegiatan kerarnaian umum dan keg1atan 

masyarakal lainny a ber,venang 

b. f'v1ern ·elenggara~:a n regi stras i d11n 1denti1]kas1 kendaraan bermotor 

c. Mernberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor 

d. Menerima pemberitahuan ten[ang kegialan politik 

e. iViemberikan iz.in dan meiakukan pengm1 asan senjala api. bahan peledak 

dan senjata tajarn 

r. M ernberikan izin operasional dan melakukan pengm\ asan tcrhadap bad an 

usaha di bidang_1as<i pengamanan 

g. Mernberikan pelunjuk_ mend1dik dan melatih apnrm kepo!i sian khusus dan 

petugas pengamanan swakarsa dalam bid2ng !Pknis kepo!i sian 

h Meiakukan ke~jasama dengan kepoli sian negara lain dalam memidil-: dan 

nwt11~erantas kejahatan internasional 

i. ivleiakukan pengmvasan fungsional kepolisian terhadaµ onmg asmg yang 

bernda di ,,11a, ah Indonesia dengan koordinasi ins1ansi 1erkait 

J. Me,vakiii pemerintah Republik indonesia daiam orgarn sas1 kepolisian 

[nternasional 

.k. [v[elaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam iingkup tugas 

kepohsiM 
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13) Tata cma pelaksanaan ketenluan sebagaim2na dimaksud dalarn a,·at (2) hurul· 

a dan cl dialur lebih Jm1_1u1 dengan Peraturan Pemenn1 ah 

Pasai 14 : 

Dalam rangka mern e!enggmakan tu gas sebagai 11 rn.na dirnaksud dalam 

Pnsai 13 dan i 4 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara Repubiik Indonesia 

hen' enang unt uk 

a. Melaku kan penangkapan . penahanan. penggeiedahan dan pem·na;:i.n 

h iVlelarang sett<q .. i on:mg n1ernnggalkan atau 1nernasuk i lempat ke_: ac ian pcrl.:ar:~ 

untuk kepentingan penyidikan 

c. i'vlembmrn dan menghadapkan orang kep~td a pen~ ichk dalm rangka pen:•; idikan 

d. iviern uruh berhenti orang ' rmg dicurigai dan menam·akan serta memeriksCt 

tanda pengenai di ri 

e. Meiakukan pemeriksCtan dan penyitaan surat 

r fV1 ernanggil orang unluh didengar dan diperiksa sebaga! terscu1gka atau saksi 

0 o · iViendatangkan orano 
""' 

perneriksaan perkarn 

ahii \ 'ang diperiukan da!am 

h rvi engadakan penghenLian penyidikan 

Ivle~\·ernhkan berkas perkan1 kepada penunlu! umum 

hubunganrwa den gan 

J. Meng<1:1ukan permintaan secara langsung kepada pej::ibar imigrasi daiam 

keadmm mendesak untuk meiaksanakan cegah dan 18ngka! !erhadapp orang 

yang disangka melakukan tindak pidana 

k Memberikan petun.1uk dw. bantuan penyidikan kepada penyidik pegm',ai 

. neueri sip ii serta menerima hasi i penyidikan pegawai negeri sipil untuk I '. ~ 

diserahbn kepada pemmtut urnum 
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I. Mengadabn tindakan lain menurut hukum yang berlanggung _iawab 

Tugas pokok. lersebut clm11c1 lebih luas sebagai berikut · 

a. Aspek ke!ert iban dan keamanan umurn 

b Aspek perlinclung~lll terhadap perornngan da11 (dan 

gangguan/perbuatan rnelanggar hukum/ke_p:lhatan dan pem akil-penyak it 

aspek pelayamm masvarabt ci engan mernberikan perlindungan dan 

peno!oi 1gnn 

C. Aspek pendidikan sosiai di bidan.g ketaatan/kepai uhan hukum warga 

mas var<.1 kat 

d. Aspek peneµ akan hukum d1 bidang peradilan. khusus11\·a di bidang 

penyelidibn da.n penyidiLan 

rvlengamali \Ugas yuridi s kepoli sian , ·ang demikian luas, tempi iuhur dan 

mu lw itu _ _1 elas merupak:an beban vang sangat berat. Terleb1h ditegasknn bahwa di 

dalam rne11_1alankan tugasnya itu harus sel?.lu men_1unjung trnggi hak-hak asasi 

rnk,-m dan hukum negarn. khusus1wa dalrnn rnelaksm1akan ke,,·en<mgannya ell 

bidm1g penYid1kan, ditegaskan pu!a agar senantiasa mengindahkan norma-norma 

keagamaan, perikemanusiaM, kesopnnan dan kesusilaan. Behan tugas yang 
I 

demikinn berat dan ideal itu tentunya hnrus did ukung pula oleh aparat pelaksana 

\ar1g berkuaiitas clru1 berdedikasi tinggi '1 

Memperhatikan perincian tugas dan \\ e\\ enang kepoiisian seperti telah 

dikemuka.l;_an di alas, terlihat bahwa pada intinya ada 2 (dua) tugas kepolisian di 

bidang penegakan hukum. Yaitu penegakan hukum di b1dang peradilan pidana 

'' Barda Nm' awi Ari el'. Reherapa AspeJ; Keh{iaksmuwn Peuegakan dan Pengembanga11 
Hukum Pidall{r, Cilra Adit~a Bakti. Rnndung. 1998 , hal 4 
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(dengan sai-ana penal) d~Ul penegakan hukum ciengan sarana non penal. Tugas 

peneg<1l...an hukurn di bid ang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hany<l 

rnerupakan sa iah sat u atau bagi:.:in kecii saj a dan lugas kepolisian. Sebagian besar 

!ugas kepolisian_1us!ru terl e!ak di luar penegakan hukurn ptdana (non penal) 

Tugas kepoiis1an di bidang peradibn pidana hanya Lerbatas di bidang 

pcny e!id ian dan pem·i.dtka11 Tugas lainm·a t1dak secarn !!lngsung berkai! an 

dengan pcnegakan huk:1u111 pidana. 11alaupun meman~ ada beberapa aspek huku1n 

mencegah penyakit-pen:•akit masvarakat. merneiihara keselamatan. perlindungan 

da11 perto longa;1 kepada rn::isyarnkaL mengusahakan ketaatan hukum 1varga 

mas\arakat tentunya merupakan tuga.s 'ang lebih luas dari yang sekadar 

din,·atakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggarnn) menuru[ ketenluan 

hukum pidana pos itif vang berlaku. 

Denga.11 uraian di atas ingin diungkapkan ba..hwa tugas dan WP:'\·ena ng 

kepolisian yang lebih beronemas i pada aspek sosial atau aspek kemas~·ara.kau:in 

(:c ang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarma ieb th bat1\"ak daripada tuga '.-

:,·uridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradiian pidana. Dengan dernikian 

dalam men.ialankan tu gas dan 1\e\venangm·a kepolisian sebenam va berpern.11 

ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk 

menggambarkan kedua tugasipernn ganda ini. Kongres PBB ke-5 (mengP:nai 

Prevemion oj' Crime and nw h earmem of' OjfCndcrs) pernah menggunakan 

istilah ··service oriemed tosk-· dan "Lmv en(orceme111 dut ies·' . 
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Perihai kepoiis1an dengan tugas dan \\ e\\enangnya ada diatur dalam 

Undang-Und<1ng No mor 2 tahun 2002 lentang Kepolisian Negara Republik 

indonesia. 

Daiain undang-undang terseblll dikatakan bahwa kepo!Jsian adalah segala 

ha! ikirnal yang berkaitan d~ngan i'ungs1 dan lembaga poiis1 sesuai dengan 

pern ndang-undan gan. . 

Da ri keterangan pasia iersebut maha dapat dipaham1 sua1u kem·ataan 

bal1\rn t~gas-~ugas vang diemban oleh polisi sangat komplel dan rumi1 sek.ali 

lerutama di dalam bertindah. sebagai pe1widik suaru bentuk kejahatan. 

D. Fakto1·-fakto1· Yang menyebabkan Terjadinya Perampokan 

Faktor yang uta111a sekali pen~ ebab te1jadmya tindak pid ana perampokan 

adalah faklor ekonomi. Dengan tmdak pidana perempobm maka kebutuhan 

perampok atas keseJ<J.hteraannya dan juga hal-hal lainnva 'ang berhubungan 

dengan kebutuhan ekonorni akan lerpenuh1. 

Sepaniang masalah ek.onomi rnerup aka.n sebuah segi daripada !ingkah laku 

sosiaL 1entulah pengaruh1ffa tak dapat dikecualikan. Penulis-penuiis seperti Healy 

and Bronner alau Sheldon Glueck and Eleanor T. Glueck antara status ekonorni 

sangat berhubungan dengan tirnbulnya kejahatan in 

Latar belakang ekonomt. l@bih terarah pengaru.hnya terhadap kejahatan-

kejaatan yang menyangkut harta benda_ kekayaan dan perniaga.an atau hal-hal lain 

se_1enisnya terrnasuk perampokan. \Valaupun mungkin te1jad.i seorang merampok 

untuk dapat rnelcmgsungkan pernikahan dari perampoknnnya atau membelikan 

:o G. W f3:iwengan, fl..Jasala!t Kejalrnfim De11ga11 Sebab dan Akihat;;ya, Paradnya 
Parnmita .. fak:arta. l 977, lmL 89 
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sebuah cincin untuk \..; eLasih1wa_ narnun perkara perampokan_ pencuria!l_ penipuan 

dan penggelapan lebih bam·ak dipengaruhi oleh ge_1ala-gejala ekonom1. Konct1 s1 -

kondi si sepert1 kL:miskinan atau pengangguran. secara reiatil' dapat mel engi-ap1 

rangsangan-rangsangan un!uk rnelakuLm perampc•kan_ penggelapan penipuan 

atau penyeiundupan dan larn sebagaim a. 

Di daiam KUHP kita rnenjumixii ke_iah<itan hz,rta benda iiu_ rni srdny a 

1:;encurian_ pernpuan_ pemeras:Jn _,·ang kiia kernukakan di nu1s t0di ban: :::L 

pengaruh ekono irn _ Hal ini hams kita bedakan dengan keJ<diat~m c: konom! 

\Vaiaupun perknra-perbra pencur ian . penipuan dan pemerasan banyak berlma.r 

be!akangkan keadaan ekonorni. tetapi de!1k-delik itu merupakan bagian daripada 

KUHP dan oleh karena itu bukaniah deiik ekonomi. Deiik-delik ekonomi dapat 

kita jumpai di dal arn Ki tab Undang-llndang Hukum Tmdak Pidana Ekonorn! 

\·ai tu Undang-Undang darurat Nomor 7 Tahun 1055 vang kemudian telah 

ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Lernbaran Negara 

Nomor 3 TaJ1un I% 1. ' 1 

Dengan den1d,ian dapaUah kl1a iihat bah\\~a pada kejabatan n1engenai hartc1 

benda dan sebngain \'a. faktor ekonomi merup akan masa!ah yang dapa1 n1ernberi 

pengaruhnya. Lain hain~ ·a dengan akiba1 pengaruh ekonomi Yang reiatif rnenyo iok 

sedang di pihak lain dampak akiba( dipandang sangat besar mempengaruhi puh1 

kondisi perekonomian sosiai. Dalnm perkara pencurian atau penipuan mi sainya 

yang dirugi kan ham a terbatas pad a orang yang dicuri banmgnya at au ditipu 

hananya. tetapi di dalam perkara penYelundupan dipandang rnampu merusak taLa 

perekonomian negarn dan bahkan mampu pula untak dittmggangi oleh unsur-

: t lbfr/,hal JJ 
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unsur suh\ ersi . Pem·elundupan merupakan saiah satu sebuah kejahatan ekonomi 

di sarnping pe!anggaran-pelanggaran me ngenai de\ 1sa serta pe!anggaran lerhadap 

ordonans i perundangan dan sebagaHwa 

J1h.alm1 pendapai-pendapat lentang sebab-sebab ke_1 ahatan hendak 

dirangkurn dalam keiornpok-kelornpok rnaka tepatlah untuk dipecahkan menJadi 

kelo n1;:;ok · 

l. PenciapaL bairn a kephatan disebabkan oleh pengr<1·uh-pengaruh dari i ua r 

terhndap si pelaku 

2. PendapaL bail\\a kejahatan adalab akibat dari sifat-sifat si peiaku dnentukan 

oleh bakatn\'a 

Dalarn ti ap-tiap keiornpcik llll dapat diadakan iitgi penggolongan 

selan_Juinya, \ ang bi la telah mempun;ai ban_,·ak pengikul. d<!pnt dinamakan 

madzab Bila disusun secara kronologis . maka madzab-madzab ini memberikan 

suatu gambanm tentang sejarah pemiki rnn krimino iogi sebagfli mana te!·dapat 

dalarn karangan Bonger daiam alur ~ ·ang berlainan denga n krn'. a Sutheriend . 

Dalam hat im \\ ajiblah d1ingai balm a madzab-madz<:1b ini cirtlm11 mas<:; 

ketenara.nm·a lldak pernah mengambil kedudukan yang mono poiitis. Seialu 

terdapat para pengarnng yang mempunYai pendapat Yang menyimpang atau yang 

benenta11gan. namun hal ini tidak dengan sendirinYa mengakibatbn timbulm·a 

suatu nrndzab yang baru. 

Bliamana ditinjau ketiga pendapat 1ersebut di atas, selanjutnya dapatiah 

diperoleh gambaran sebagai berikut : 
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a. Kejahatan disebabkan oleh fak!or-l"aklor yang terletak di luar si pelaku 

Menurut pendapat mi_ lingkungan d1tentukru1 sebagm pusat da!am ha! 

mana pelbagai pengarang kadang-kadang sangal berbeda dalam pend apal rnereb 

alas per1am·aan_ pengarnli-pengaruh lingkungan \ ang rnanakah qrng pen!ing bagi 

kr inunologi. Hal ini untuL sebagtan disebabkan karena pengerttan lingkungan 

memp unY<t ! arti yang . san~;al luas_ q itu dimulf! i dan r:Jhirn 1bu_ saa.t J.:elahiran_ 

rnasa hidup sarnpai pada kernatian. Aka n telapi untuk para penganut ajaran 

lmgkungan berlaku hal irn. keadaan ·lahiriab_ tanpa memperdulikr.n rua11g lingkup 

dan JUmlah, dilihatnya sebagai fak-tor-fab.ior yang menentuba dan dalam b~uak 

hctl sebagai satu-satunya f'aktor bagi re1:jadinya kejahatan. 

Banyak di311lara mereka :1·ang be1ver~dapai b<tlnva keadaa11 e:~onomui 

sebagai sa1u-satunya unsur Yan~ menent L1kan. Pengarnng \·ang lain menganggap 

kei uarga, tempat kediaman, bentuk negara. itngkungan geograsfis (termasuk 

iklirn) dan lain-lain_ sebagai fakt or yang teqJer11 ing. 

Sebagai contoh dari pendapai lingkungan dapal dikemukakan pendinan 

Bonger Beliau melihat ke_i ahat;m pertan-ia-tc1rna sebag8i suatu gek_jala masa d ;'.11 1111 

pergaulzm hidup, di rnana terutam a .flujkwosi (benambah atau berkurang) 

mempun_ a1 ar!i penting Di sarnping itu_ meskipun Bonger berpendapat balnva 

Jda orang-orang yang karena strulwr kepnbad1anrn a dapat menjadi pe1~jahat. 

narnun jumlah persenta ·1 mereka dalam satu pergaulan hidup selama satu 

tenggang \rnktu yang panjang sebagai tidak berobah .iika dalam jangka waktu itu 

dan dalam masyarakat itu 1erjadi juga j!uktuosi dalam jumlah k~jahatan yang 

terbagi dalam jenis-jenis deiiL maka hal ini tentu diakibatkan oleh faktor-faktor 

yang terletak di luat individu il u_ Jadi dari fak1or lingkungan. Meningkatnya 
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kejahatan berarli . batma keadaan imgkungan s udah sedemikian rupa untuk 

sejurnlah besar orang. sehingga kesempalan ) ang ada pad a mereka meningkat 

untuk meiak ukan ke_1ahala11_ Beri.;urangm a kej ah at an :11erupabn suJt u pet uni uk 

balm a keadaan Ii ngkungan telah berta1nbah baik. sehingga o rang-o:ang ) ang 

secara berpotensi dapat men_iadi jahat daJam jumlahnya yang lebih besaL tidak 

konst(m (tempi tidak berubati_J. unsur iingkungan rnerupakan fakt o r \ a ng mriohci 

( berubah- ubah) dan faldor variubci inilah qmg hams dianggap sebagai seb2b 

musabab . 

b. Kejahatan adalah akibat dai·i pembawaan sifat-sifat terteniu si pembuat 

Para penganut ajar:m ini berpendapnt haJrn·a ke;1aha1an merupa kan akih:11 

dari sifat-sifat si pembuat :- ang erat bertalian dengan pembawaanm·a. Beberapa 

d m1 merekrt rnelih<1t hal tersebut lebih jauh !~gi dan berpendapat ba!m·a kei ahatan 

tak dapat t iada merupakan bentuk per\\'u_! udrn1 dari bakat. 

Acapkali pula. unsur bakai d i!1hat sebagai ditentuk,..,·1 o!eh !·::.iunman. 

terutama dalam literatur jerman dan tahL: n 1 ')33 sampai dengan iahun l 'J45 ., 

sehingga kejahatan dipandang sebagai unsur keturunan. Sebagian (penganut) yang 

iain tidak se_iauh itu dan hanYalah berbicara temang faktor-faktor bakat seharusnya 

merupakan faktor-faktor ke! urunan. M enuru t mereka bukan t~pe geno tplwcno!oh 

yang merupakan faktor yang rnenentukan. 12 

ic Ihidm ha! :;..; 
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Tipe /<,eno ada!ah modal ketunman yang dapat dimiliki oieh indiYidu. 

Modal ini meliputi sernua sifat \ang di,,ar\skan o leh orang tua individu i!u 

kepadanya (dan pad<< gii11arn1yZ1 diterusk<m lugi kepada lurun ternurunnya) 

Selanjulm a bergan!ung dari Leadaan (pengaruh lingkungan da!arn ar t1 

luas) unsur-unsur keturunan yang manakah yang akan menjadi n:·ata dalam hidup 

indi; idu il u di kemu dian har1_ Dcrnikian pul <i t'nsuHl!1SLir Ynng m:malah yang 

l!dak. akan berkcrnbang seterusny8, tetapi senZ1n1iasa akan seciemiki m: rupa 

sehingga individu itu d.alam kesemJ.H~!an pP,rturnbuhilnm a yan g rrn1~~irn a l cl iktasi 

oleh faklor-faktor kewrurnm (ripe geno). 

Dengan demik ian lipe phoeno adalah indiYidu, sebagaimana diwujudkan 

di ba,,ah pengaruh lipe geno dan iingkLtngan_ dt niana tipe phoeno ini selama 

hidt:pn va indiYidu itl1 memungkmkan peruba11an-pernbahan. 

Jikalau bakat indi,·idu dipdih sebagai pangbl pembicaraan selanjmnY;:i_ 

m:1ka harus dilihat !ipe phacno pada \Yaktu kelahira.n. lni d1tentukan oleh 1ipe 

gcno dan oleh semua pengaruli ~ -ang berperan mulai dai·i saat penghamil on sampai 

paa wa~1u kela_l'}iran. 

Sebagai pelopor tertua dari aiiran bakat dalarn kriminoiogi dap ai disebut 

Lombroso_ cikal bakal dari madzab antropologi (ltalia). Pangka l 1o!akl1ya yaitl ; 

balma diantara para penjahat adalah sekelompok orang dalarn rahun-ta.hun 

kemudian ia menaksir besarny2 kelornpok itu 35% dan sernm: pen_Jahat n1ng sepk 

lahir telah berbeda dan manusia-manusia lainnya. Perbedaan ini ta mpak pada cir[-

ciri jasmani yang diterangkannya ser:ara paqjang lebar. Ciri-ciri jasmani in i 

(srigmma atau anomali) bukanlah sebab musabab dari kriminalit~:.:s ; namun ciri­

ciri tersebut mernang memberi ind1kasi adanya pradisposisi untu k knminali1as . 
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Pradispos1s1 im. seperti ciri-ciri as ma111 rnerupakan ak1bat dari gejala aktifitas atau 

degenerns i dm1 hanyal ah dalrnn kemfaan lingkungan vang sangat memuaskan 

mdiYid•.J \:.m g menun1ukknn seju111lai1 ciri 1ersebul tidak akan mclakukan 

kriminzditas 1
-, 

A_1aran Lombroso tentang dil ahi rkan sebaga1 pen1ahai didasarkan pada 

pengukurnn firik orang-orang lahanan dnn cia l«rn talwn-t -'.lhun kcmudian oleh 

!)enemang-penemang serangan merd.a luiukan kepada keu drik 1eluiuan dalam 

rnengadabn pengkuran-pengukurnn tersebut D1 sJ.mping 1tu r_iit ekankan pula_ 

baim a ciri-ciri jasmani Yan g rrwnurut Lombroso merupakan cora l·: khas si 

pen1ahal. boleh dikatakan terdspat ds.lam persen'.ase , -a.ng s21na pada orang-orang 

yang dipidana dan yang tidak dipidana dan tidak ada ses uatu juapun Yang dapm 

membuktikan bahwa sernua orang (iitnu sebagian besm dnri rnereka itu) yang 

tidak dipidana merupakan para perljahal 'ang belum ten angkap. 

Pendirian Yang sama seperti Lombrcoso. y8b1i l12hm1 rn f! nusin lriminal 

karena ctri-ciri _1asrnani berbeda dari yang bukan kriminal. dinymakan Juga dalam 

tahun-tahun kemudian oleh seorru1£? Ameri h \·ang bemama H')o to11 .Mesk1pun 

penguLuran-pengukuran yang telab dilakukan oieh Hoo\on lebih Le li!i dan 

diperhalus dan \\ a!aupun ia tel ah mengadakan b8nyak penguk:tran banding 

dengan orang-orang bukan kri minal \setidak-tidaknya pada mereka yang ternyata 

tidak tersangkut dengan kej ahatan) narnun pendirian Hooton h<Lri, ·a mernperoleh 

sedikit pengikut. 1 ~ 

Dengan berpangk~l tolak pada t1pe fJhoeno: te1api tldajk pada \vaiju 

keiahiran, maka Sheldon sampai juga pada suatu per12:;·i • n·antara tipe fi sik dengan 

13 Ibid, hal. 59 
11 Kartini Karlonn_ Patologi Soslal. R0j B CrafinJo Pcrsnda ~ Jakart fi : 2003. hul 6 1 
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ke_iahalan_ la berbicara lc:11t;;rng lipe-tipc konstitusi dan dala111 garis besarn\·a 

scpend8p8t b8!nva lipe konslitusi d1tentubn oleh babt. !\1eskipun pencbpat 

Shcldor didasarkan pad::i Sl'jUlllizth besar pengukuran . namun h1ngga kin1 ban\·<"lk 

krittk dilonl arkan pada p<.'ndnpatrn·a Sheldon. 

Jiha pendnpat \'ang rne ilhal scbab :m1sabab kejahatan dalam faktor-fakt or 

bakat Jf!Srnani inempero leh ~cdik it pen:::,anuL la!n pula !wlny:t deng;m pand;m~<1n 

\'ang melilrnt baJ1\\8 keph:.Han adaiah semata-nwta r; kib<Jt dan bakm psikis <1tau 

dari faktor-foktor psikis clan r1 s!k bersarn2-s :una 

Menurut Goddard. iemah pikiran merupakan suatu [~1krtor bakal yang 

rnembm\·a kepada kejaha ~:m sebab orang \·<mg lemah pi kiran tidak rnampu 

memaham; akib'"t-abbnt dan p t rbuatan-perbuatannya d2n tidal\ sanggup 

rnema.hami makst1d dnn rn0knn dari undang-undang Pandangm1 tersebu1 untuk 

''aktu yang lama di A rnerika rnernperoleh bamak penganut namun lamba1 !aun 

te!ah ditinggalkan. 

Paridangan bn ~ aitu o ieh Su1hcriand dinarnakan mad zab psikiatns \·ai!u 

kej ahaian rnenP1<ikm1 pe1 1 f,~ ungkap an yang tidak dnpat dihindarb_n dmi strdtu1 

kepribadian tertentu. 'ang diten!ulan oleh bak at. Keadaan iingkun gan boieh 

dikatak8n tid ak berpengaruh terhac! ap pengun~r\apan itu 15 

Struktur-strnktur kepnbadian yang mendorong tei]adinya keJahatan. 

merupakan struktur yang rn em8ni !es tasikan diri dal8rn gambanrn p e1waki t 

psikose, epilepsi dan moroi insoni1_1'. 

Pandangan tersebut juga kehilanga..11 pengmrntnya karena se111akin 

mendalarn pandangan yang d1pe.'c :· e}1 tentang psoko!ogi dan psikiarri, di samping 

" Ibid_ hal 63 
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bakal _1ugJ lingkungan diberikan lempai sebagai fokior sebab r:1usabab atau 

seltdaf;-tidaknYn dalam h ~ll pengungk apannya ada tempat unluk nv:.n\·impangan 

norma psiki s 
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BAB JV 

KEBEH.AHAAN PENYIDIK POLRI OALAM 

PENYIOiKAN KASlJS PERAMPOKAN 

.4. . Proses P~nyidikan Kasus Pernmpokan 

Jdaku1'.an te rhadap seorang tersangka apabiia orang \ersebu t lei'1h melak ukan 

suatu ke! ahatan atau pensti\1 a pidana perarnpokCln Peris!i ,, a pidana !t u dap:"!! 

d1keiahu i meiaiui • 

i . Laponm at au pengaduan 

2. Pemberitaan pers 

3 Ked ap alan lertangkan tangan 

Proses penyidikan setel ah adanva iaporan maupun pengaduan di tindak 

lnnjut i dengan pen1eriksaan te1npat ~,.eJadi an perkarn (TKP)_ pen1eriksaan s0k.s i-

saksi .1ika ada. dan Ju ga pemeriksaan ak1bat dan hana \·ang dirampok. 

Pemeriksmm dilakukan oleh parn pejab<lt pern idik POLRi 

Hai pertama rnng diiakukan adalah pen~·idikan_ Pem·idikan Yaitu . . 

serangkaian, 1indakan penyidikan da! am hal dan menurut cara ynng diatur dalam 

undang-undang im untuk mencan serta mengumpulkan bukti dan dengan bukh itu 

membuat terang tindak pidana \ ang teqadi dan guna rnenemukan t ersangkan~ a 

atau pelaku tindak pidanan ya. 

Pen:-·idikan ini terbagi dalam bebernpa taJrnpan. Dan talrnpnn pertamanya 

. .. 1daiah penyelidikan Pern eiidikan dilakukan o ieh Pejabat Pen\'eiidik dengan 
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maksud dan 1ujuan mengurnpulkan --bukti pe:-mulaan atau -- buku Yang cukup" 

agar dapat di!akukan lindak lanjul pem idikan. 

Fungsi da11 \\e\\enang penyelidik ini <lntara lam . 

l . Berdasarkan hukum · 

a. Menerirna laporan atau pengaduan 

b. !vlencmi ke te rnngan dan ba rang bu ktt 

c. Menyuruh berhentt orang ,·ang d1curigai 

2 Berdasar perintah penyidik • 

a r\ifaksudnya pcnyelidik di sini melaksanakan perintah penyelidik berupa • 

I) penangkapan peiaran;an. menmggalkan tempat penggeiedahan dan 

pem itnan. pen1eriksaan dan penyi taan surat 

2) mengambii sidikjari dan merno1ret seseorang 

3) membawa dan menghad apkan seseorangjepada penyidih 

b. Berkewajiban mernbuai. iaporan 

Hal pertarnD yang clilakukan lerhadap seseorang qmg disang ka rnelnkukan 

perampokan adal ah pemanggilan. baik sebaga1 saksi alaup un kemudian meningka1 

me~jadi sebagai iersangka. KaJmi peme1iJ...saan sebaga1 saks i tentunya tidak terlalu 

memberatkan. Karena sebmas d1rnirnai keterangan. tetapi seseorang 1ersebu1 

sebaiknva mul<li memberikan keterangan dan bukti-bukti yang mendukung 

ketidak terlibatannya atas lindak pidana perampokan yang dilakuka noieh orang 

lain. maka ia a..1'.an di bebaskan. 

49 
UNIVERSITAS MEDAN AREA



Telapi adalah hukan 1idak mungki11 setelah men.1adi saksi kemudian dalarn 

pen1eriksaan \'allg cillaku1'.an padJ!l\ d di1 emui rakta-fakta balrna 1(1 pun patut 

d 1pdi !-.:.an 1ersangka. 111aka Sia! us seseorang terseb ul nark menjad i tersangka j uga. 

Da! J m lahap menpdi 1ersangb maka acla beberap<i hal ' ang penting un!u k 

dipahamin,·a sepeni und<mg-undang Yang melindungr hak asasrnya dan haknya 

untuk nh~mpertahankan kebenarnn dan pernbe!aan din. !3afrn <l ia harus di anggap 

l:dak bersalah sesua1 dengan prinsip hukuk ;:isas praduga tak bersalab sampai 

dipcro leh putusan pengadil an , ·ang n;e rniliki ~ekuatan hul:.um yang te!ap 

Ada beberapa hak tersangka vang juga harus d1pahaminya • 

H.ak tersangka u11tuk mendapat perneriksaan oleh pemidik 

2. Hak tersangka u.gar perkara11ya segera dia1ukan ke pengadilan 

Hak tersangka untul-: diberitahu dengan je!ns dalam bahasa yan£ dimengeri 

tentang apa yang dipersangkakan kepadanya pada \\aktu perneriksaan dimulai 

.+ Juga hak tersangka untuk mendapat kan ban1uan penasehat hukum 

Dalam pemeriksaan. tarn cara pemeriksaan tersdangka (scara hukum) ol eh 

pen: idik antara Jain • 

J m' aban mau keternngannya harus diberikan tan pa tekanan dari sispapun don 

.1uga dalam bentuk apapun. (Di sini!ah butuh bantuan pensehat hukum untuk 

mendampinginya. akrena b1 sa sa ja ter1adi pen:--·id1k menggiringnya pada 

pertanyaan-pertanymm Yang meni erat da11 ketnudiru1 rneberatkannya) 

2. Penyidik mencatat dengan seteliti mungkin keterangan tersangka 

a. Sesuai dengan ra.ngkaian kata-kata yang dipergunakannya 

b. Dan keterangan tersebut • 

l) dicatat dalam Beriia Acara Pemeriksaan oleb penyidik 
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2) setelah dicataL ditmn-akan/dimintakan persetujuan kepada tersangb 

tenlang kebenarnn 1si Beri!a Acarn tersebut. J1ka ad8 yang tidak sesuai 

rnenuruLm a 111aka ia harus memberitahukan kepaua pe1widik bagian 

-'·ang ti d<l k diselu_i u 111ya untu 1' kemudian di perbaiJi 

3) biia iersangka sudah menyetu1ur. isi berita acara pemeriksaann\·a maka 

ia rnembub.uhkan tanda tangannn t Bil a ia mernsa di b<!'.\ ah iekanan 

atau 1ersangka rnerasa penyidik 11dak mau memperbaiki ses uai f'akla 

vang d1pahamim a maka ia dapat S~!<l menolak untuk menanda tangani 

berita cara pemeriksaan. Dan penvidik akan membual catatan 1entang 

hal llu serta alasan tersangkn !idak menanda tangani berita acarn 

pemeriksaannva 

c. Jika tersangka \ ang ilkan diperiksa ber~ernpat 1in2gal di lum daernh hukurn 

penyidik. maka penyidik dapat membebankan pemeriksaan kepada 

pen~ · !dik di w1la~·ah hukum temp<:!! tinggal tersangka 

d. A1au Jika 1ersangka tidak dapat hadir menghadap pem·idik. mab 

pen\ idikan d<tpa! dilakuzLkn di iempa1 !ersangka dengan cam penyidiL 

yang mendau:mgi tersangka 

Dalam banvak kasus pidana para tersangka ini dengan beberapa 

pe11imbangan kemudian ditahan a1a<> perintah penyidik. Dan atas penahanan 

tersebut tersangka. keluargan}ta alau penasehat hukumnva dap at · 

J. mengajukan keberatan atas penahanan tersebut 

2. A tau meng8:i ukan keberatan atas jenis penahanan dan rnerninta dilakukar. 

peralihan atas jenis penahanan. rnisalnva dari tahan rutan menjadi tahanan 

kola 
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Dan alas penga1ucu1 lerseb ut vang dapal diinkukan pem·idik adalah: 

I . fvlenenrna dan kemuc!ian inenga!ihbn jen is tahanan 

2. Dern enang m engabulkan atau menolak permintaan pengalihan penahanan 

(terrnasuk pe!epasan) lersangka 

3. T idak mengabulkan J.\eberatan tersangkR keluarga atau penasehat hukumnya 

keberatan tersangka. maka pengajuan keberatan clapm diajukan kepada ' ·aiasan 

penyidik'. te rsebut dan atasan pem·idik dapat saja menotak .iuga atw mengabulkan 

keb eratan penahanan alau pengalihan j en is penahanan. 

Penyidik dan atasamTan mengabulkan permintaan tersangka, keluarga 

ataupun pensehal hukum den gan SYarat ada jaminan keluarga maupun _1amman 

uang 

Hai lain yang juga dapat dilakukan tersangka j1ka keberatan atzts 

perrnhanannrn adalah dengan mengajukan prapernd ii an (yai1 u proses pe!neriksaan 

atas keberatan penahanan yang pemenksaannya diiakul;an oleh pengadilan 

neger·i ). Te1api dalam bam·ah. kasus praperndilan banyak tersangka yang kalah 

B. Kendaia-kendal.a Yang timbul Da!am Proses Penyidikan 

Dalam segala iapangan yang dapa.t dipikirk an senant iasa terdapat masalah 

dan tidak jarang di d alam melakukan suatu pekerjaan kita akan dihadapkan 

dengan berbagai masalah > ang sebelunmya belurn pemah terbayangkan. 

Dan perkembangan peradaban manus1a serta pe:tumbuhan ilmu 

pengetahuan yang erat sangkut pautnya dengan berbagai segi kehidupan manusia, 

kini menghadapi suatu samudera yang luas penuh dengan masalah khususnya 
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bahaya !erhadap penanggulangan curanmor va ng dari tahun kc tahun lerus 

mengaiam! penmgka!an lei utama melnnda di 1'ota-kota besar danjuga desa-d es<i. 

Kendaia yn ng sangat utarna bagi kepolisiall dalarn hai men gungkapkan 

kas is pernmpokan 1rn adalah kurnngn~ ·a petugas kepolisian d1bar1d u1g211 dengan 

tingguw::i angka perampokan ini. sehingga ha! tersebul berakibat terpecahnya 

peiak u kejah<l tan perampokan tertangkap tangan telap sa1a rnas!h tenfapa1 pelaku 

lainm a 

Secara m·ata kepoiisian juga memberikan peringatan kepada 1m1s\arakat 

untuk m~lak.uka11 pengamanan atas harta bencla , ·ang mereka mi!iki. Peringatan 

tersebut dtl akukan jJihak kepolisian dalarn bentuk-bcmuk spandLiYL tempi daiam 

ha! ini kerj asama .1uga kurnng diberikan oleh m~"tsyarakat Sehingga masyarnbt 

secara gampang rnemberikan da\ a tari \..: bagi pihak-pihak tenentu untuk 

rnengancam hana benda mereka sehingga hal tersebut memberikan ke empliltan 

bagi pe!aku ke_iahatan perampokan umuk meneruskan niatnya. 

C. Sanksi dan Hokum Terhadap Pelaku Perampokan 

Perampokan sesungguhny::i bubn mernpakan sua1.u m asa lah sosial yang 

barn . Dahtm sejarah kna. ben1uk-bentuk perampokan tel ah lama dikenai bahkan 

sebelum zaman kernjaan-kern.iaan dan terns berkembang sampru k.urun waktu 

pasca kemerdekaan hingag sekarang. Tetapi dalam perkembangan 1.aman objek 

dari benda .vang dirampok tersebut yang berkembang. 

Sebagai suatu perbuatan pidana maka perarnpokan memberikan sanksi 

pidrurn apabi la pelakunya terbukti salah. khususnya dalam permnpokan ini ni.aka 
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san h.s 1 ,·ang di a11ca111 J uga berbeda-beda tergantung bemuk dm1 tatacara 

pel aksa;rnan perarnpokan terseb ul. 

". ~uiks 1 pidana atas perampoka.n dapat di ::unbd cian pencurian secara umum 

di<itur cii clala111 Pasal 3()2 salllpai denga11 pasal 3Ci7 KUHP1dana. di mmw pacla 

dasmnq1 sanksi-sanksi tersebut daspa! dilerapkan kepada perarnpokan dengan 

nie!i hal latar belakang clan tata cam pernrnpokan dilahuk'.'.ln . 

Pada dasamya harta benda seseorang dapat dirampok dengan berbagai cara 

y<ing mana semua cara vang dit erapkan adalag dengan melakukan perusakan 

terlebih dahuiu. Dimisaikan seorang perampok yang ingm merampok sebuah 

, umah terlebih dahulu mernsak pintu tersebut agar ia dapal melakukan niatm a 

untuk merampok rumah tersebut. Maka daian: irni 1ni telab terkadi s;,iatt.: peristiwa 

pernmpokan dengan cam merns<Lk dan dnncam sesum clengan ketentuan pasal 3fl3 

KUHPidmi.a Yaitu dengan hukuman penjara selama-l aman~·a 7 (tujuh) tahun. 

Adapun h.etenluan KUHPide:ma yang rnengatur tentang pernmpokan 

dengan kunci palsu dapat ditafsirkan dari isi Pasal 363 5e yang berbuny1 

'·pencurian uang dilakukan oleh. !ersalah dengan masu ke tempa! kejahatan itu a!fw 

dapa! rnencapai barang urnuk dtarnbiin va dengar1 jalan membongkar, memecah 

atau rnemaniat atau dengan jalan memakai k:unci palsu. perintah palsu atau 

pakaian pbatan palsu. 

Selain pernmpokan dengan kunci palsu yang climillki ancaman hukuman 7 

(tujuh) tahun maka apabila perampokan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang 

bersama-sama atau lebih 1nc:1ka dikenak.an pidana 7 (tujuh) tahun (Pasal 363 4e 

KUHPidana). 
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Perampokan dapat .1ug;:i dilakukan dengan cara \.;ekerasan alau <lncarnan 

kekerasan terhadap pemilik !nrta [Pnda. untuk menyerahkan harla bencb lersebui 

k.epada pencuri . Ancaman hukuman kepada p•:laku pernrnpokan dengan cara 

kekerasan sebaga1rnana diatur di d<ll <rn1 Pasai v;:; a,·at ( ! ) KLIHP1dann ini berbeda 

terganlung berapa orang peiakun\'a dan akibat dari kekerasan itu send1ri bag1 

pemi!•k hart8 bcnd8 tersebut. 

Pasal 3(i5 ayat l)J) KUHPidana menerangkan .. dengan hukum~m pen: ac:i 

selama-laman~ a() (sembilan) tnhun . dibukum pencurian yang dudabului _ di sertni 

atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekeras2.n terhaciap orang dengan 

maksud akan mern iapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika lertangkap 

tangan (terp~rogok) sup:iva ad<l kesempman bag1 dinrn·a sendiri I . atau 1Jag 1 

kawannya yang tunit rnel akukan kephatan itu akan rne!arikan diri atm1 sup<l\'2 

batang yang dicuri itu tetap ada di tanganny:L 

Pernmpokan c!apat juga diberikan sank.si h11kuman pid::ma penjara selanrn-

iarnarna 12 (dua belas) tahun jika perbuatan nu dilakukan p:.ida \\nktu malam di 

dalam sebuah rumah Mau pekarangan \·2ng tertu tup van g ada rtPm1hm a ntau d; 

jalan urn urn at<1i dt dalam kerela api aiau term} ang sedang beqalan atau _1ika 

perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama <l tau lebih aiau jika si 

tersalah rnasuk ke tempal melakukan ke.iahman itu dengan jalan mernbongkar atau 

meman_Jat atau dengan _p:ilan menrnkai kunci pa!su, penn!ah palsu atau pakaian 

jabatm palsu atau ji ka perbuatan nu menjndikan ada orang mendapat Iuka berat 

selama pera..rnporn11 tersebut dilakukan dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (2) l e, 

2e. 3e, 4e KUHPidana). 
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Jika perr.unpokan iersebut dilakubn dengan kekerasan clan mengakibaikan 

acb orang Yan g rna1i rnaka bagi s i tersa!ah diancam hukuman pePjara se!ama-

iaman\ a l 5 {iuna beias) tahun pen1arn. 

Hukuman rnati atau hukurn an peujara seumu r l1idu aUtu pen_iara semenima 

se iama-iamanya 20 (dua pu!uh) tahun dij atuhkan. _1ika perbt!ata:1 itu men1adikan 

ad a orm1g mendapai Iuka ber<1! alau mati. Dthkukan oleh 2 ( dua) orang bersama-

sama atau leb1h dan disen aj puia oleh salah satu hai n mg di1ern11gkan daiam PasaJ 

3c,5 <.t'.<lt ( I) d<m (2) KUHPidanu (Pasal 365 ayat (-f ) KUHP!dan a) 

D. Upaya-upaya Penangguiangan Kasus Perampokan 

Dalam era kris is moneier seperti ~ · <mg sek2nmg ini terj ad i membmrn 

akibat kepada sulitnya perekonornian danjuga memb a\\a akibat pada peningl.atan 

_1urn lah kejahatan khusu sn~·a kej ah atan perampokan_ q:rng dctlam hal in i pernn dari 

l ~epolisian perlu ditingkatkan agar setiap kas us perampokan dapat diungkapkan 

sebmgga mernb erikan irnbal balik bagi pengurn.ngan nilai dari kuantirns 

per;:irnpokan. 

Penanggulang<in m asalah permnpokrm. !!dnk hmwa dapat diserahkan 

kepada pihak kepolisian ietapi dilakukan bersama-o.ama dengan masvarakat. Pada . -

dasa.-r1ya pihak kepolisi an han\a dapat memberikan peringatan kepada masy~akat 

• ten tang sikap kehaii-hatian dalarn hal memberikan pengamanan hana bendan:·a . 

Pad a dnsarn: a peranan kepoli sian dalam ha! penanggu!angan perampokan 

didasarbn pada cara-cara sebagai berikrn • 

( J I 
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men~ ad an nya. 

suatu kontroi untuk menekan 1Imbu!m·2 keiahatan perampokan lersebut dzilam 

suatu hngkungan ~. eh t d•Jpan nE1s_,·arnkn1 

8aiarn ha! tindakan kepcli sian pad<l dnsarrn·a be'.\ rupa tindai:an-tinda!.:an 

perampok::in. seperti perumalwn dan leinpal ~arnm·a. 

iJntuk itulab dnla1n hn1 ir1engura1kn.n rnetC1de ini 8da dikenal suaiu prinsip 

yang keiaL ak.aP rn en]<idi pega ngz,n pokok \'8i\u sumu prinsip pren~nsi 

bah1Ya ti.dak rnemberibn pe!uang bag: pihak-pihak te nenw untuk melakuk a11 

kejahatan Bagairnanapun usaha :JdHlah !~bih utm11a daripada u~;n.11-n penlndakan 

(repressi\'e). Mencegah suatu penyah.i! jauh sebelumrwa adalah jauh lehd: baik 

daripnd n rnengobatin:.·a. 

Tetapi pada ciasamya rneskipun pihak kepolis ian teiah mehkukan 

L_! sal12Jiv2 tetap saja masyarCi kat _p_iga di rnintakan berhati-hati dnlam ha! 

pelaksan a~m pengawasan atit.~ '.lnrta rn1liknya. Karena terbatasm a jurnJah petugas 

se.-ta luasn,·a \Y ib Ynh kerja sebuah sek.tor kepolisiari tidak memungkinkan bagi 
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pihak kepolisian untuk rnelakukan tindakan rnetode pre\ ens1 secara rutin dan 

penuh KmerHl dalarn hal ini tindakan pre>ensi tersebut dilakukan secarn selintas 

tidak rnenetap. sehingga apabi!a seorang petugas kepolisian dilempatkan pada 

sua!u daernh ) ang besar kemungkinan terjadim a perampokan maka penempal<:m 

peiugas tersebut hanya ser.-ientara saja tidak menetap. 

Oleh karena iiu benih-benih penyakil masrnrnkat terscbut ada bersemi di 

tengah-tengah masyarakat maka usaha pencegahan ini d1ternui dan direaiisir 

dalmn masyakarnl jug<L bauk yang <lilakukan oleh pemerintah 111elalui kepolisian 

maupun masyarakat itu sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Jndi apapun upava yang dilakukar1 oleh kepolisian unlt!k merealistr metode 

mi rnaka perle ke~jasama dari masyarakat dan pemerintah terutama claiam ha! 

menekan unsur-unsur yang dapat menimbulkan tindak kejahatan pernmpobn. 

aciapun tindakan tersebut amara lain : 

a . !Vlenekan pertumbuhan penduduk dan urba.nisasi 

Masaiah pertumbuhan penduduk dan urbanisasi adalah suatu rnaslaah yang 

berkaitan dengan masalah kesejahteraan. Untuk itu pertumbuhan 11)enduduk 
I , 

perlu ditekan serendah mungkin sehingga keseimbangan dengan pertambahan 

produk..si pangan seb~gai bahan yang dibutuhkan. 

Cara sepeiii ini adalah dengan cara mengefek1ifKan program Keluarga 

berencana (KB) rnitu dengan cara memberikaJ1 penyuluhan kepada 

masYarakat. Hal jpj dapat diiakukan dengan cara mengatur jarak dan JUmlah 

kehamila.11 secara sengaja di dalam keluarga ya...11.g bersifat manusia'.-l'i dim tidak 

bertent1.:;-;,gan dengan hukum agarna maupun hukum negara. Urbanisasi yang 
( 

merupakan perpindahan penduduk dmi desa ke kota dengan maksud untuk 
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mernperbaiki taraf kehidupan ~:ang telah diiringi anggapan bahwa mencari 

uung di kota lebih mudah 

b. Meningkatkan usaha pendidikan dan keterampilan 

Pendidikan yang merupakan sarmB pengernbangan kualitas manusia perlu 

dilingkatkan. Manusia yang berpendidikan akan tumbuh harga dirinya 

sehingga tidak mu.ngkin lagi berpikir olehn: a untuk mengadu hid up dengan 

me!alukan ke_jahat<m kht.:susnya perampokan. Tindak lanjut dari pendidikan 

tersebut adalah m~lahirkan !-::eter'.u_mpiLm sebagai bekal untuk hidup mandiri 

Kita sering kehilangan reai capasity karena tidak mempunyai tenaga ah!i 

untuk mengolah potensi yang kita miliki dan lain sebagainya. 

c Memperluas iapangan ker:ia 

iVlasalah lapangan kerja yang kinn terbatas ada..riya telah ianrn meP.jadi 

perrnasalahan baik di negara-negara maju, sedang berkembang maupun 

negara-negarn yang belum maju .Klrnsusnya Indonesia di mana angka 

pengangguran kian tahun kian berlambah 

Apabila mentalitas budaya bangsa k.ita cenderung untuk menjadi pegaw<li 

negeri atau dengan kata lain masih cendernng untuk menjadi upa..l-ian. Seiiap 

t.ahunjumlah ini kian membengkak apabila tahun ajaran sudah bernkhir 
I 

d Peningkatan usaha penerangan dar; penga\vasa.n 

Sebagai upaya untuk memper4kecil tindu1.an kejahatan' pern.mpoLm, dapat 

kiranya dilakukan pemberian informasi yang up to date, konkrit serta 

penyuluhan tentang berbagai hal yang menyangkut realitas dan kejadian 

kehidupan yang te1jadi dan prakiraan yang mungkin akan terjadi. 
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Apa yang dikemukakan dalam rnetode pre\ ensi ini han) alah sebagian kecii 

s~ja dan mungk in masih banynk hal lain lagi ) ang dapat kita perbuat untuk 

menghindari timbuln~•<i atau benambahn~ a jurn!ah pencurian kenderaan 

bermo1or Tetapi ) ang paling ulama dalarn ha! ini adalah faktor rrnmusianya 

juga. Kehidupan memang bukan sehari tetapi ia merupakan jalan panjang yang 

memert ukar1 berbngai bekal untuk me!a!ui n>'a atau setidak-tidaknya su luh 

kecu i untuk melihat ke arah mana jalan yang mesti ditempuh sehingga tidak 

terperosok ke jurang kehidupnn 

Sebagai tindak lanjut dari rnetode preyens1 1111 maka pihak Kepolisian 

berupa) a untuk menanggulangi sem~:bn meningkatnya perampokan tersebut 

dengan cara misalnYa mebkukan razia dan rneningkatkan kesadaran hukum 

2. Metode Reformasi 

Yang dimaksud dalam metode ini adalah bagaomana cara.11ya dan usaha-

usaha apa yang mesti diiakukan agar suatu kejahatan perampokan yang teiah 

terjadi maka pelakunya dapat tertangkap 

Daiam kapasitas ini maka pelaksanaan metode reformasi ini pada dasamya 

sebagaimana diuraikan terdahulu dilakukan dengan cam melakukan koordinasi , 

antar kepolisian baik itu antar seh1or maupun antar daerah. Saling tukar informasi 

ini meqjadi penting terutama dalam hat mengungkap suatu kejahatan tindakan 

perempokan Penelusuran juga dilakukan pihak kepolisian dengan cara mencari 

informasi pada pihak-pihak tertentu, misalnya pelaku yang tertangkap tangan 
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melakukan perampokan serta mencari penadah dan barang 'an:; d1ramp h. 

tersebut 
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BAB V 

KESIMPlJLAN DAN SARAN 

A. K.e-;in1puian 

I . perturnhuhw1 dan 

res iste11 tedrndup reaksi sos ia! dan rrnunpu me'iebm _1 anngan kegiatan 

sec\en1ikian rup z, sehingg::t berjangkauan iuas ditambah denga n suatu kuali!:->,s 

tmggi untuk rnenghindari upDYa-upaya penegakan bu ku m melalui pe!bag£1i 

'..'. Adapun up3ya yang dilakuk:::n ol eh pihak Kepolisian dalam hal memberantas 

perampokan di Kota Medan dapat dib.tegorikari pada tindakan dengan 

menggunakan preventif dan metode refomrntif. Kepolisian adalah instansi 

negara dalam hal penjaga ketertiban dan keamanan umum dan berlaku 

sebagai penegak hukum di bidang peradilan, dengan perincian tugas pokok 

sebagai berikut : 

a. Sebagai penegak hukum 

b Sebagao pengayom masyarakat 

c Sebagai pcmbimbing masyarakat 
• 
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B. Sanm 
,. 

I . Uniuk mengatasi masa!ah perampokan yang berlangsung di Kotamdya Medan 

hendaknya aparat Kepolisian tidak hanya lenuju kepada pemain-pemainnya 

2 Kepad<! 111as,arnb! iu as hendakrn n da pai lebih bersibp lnl i-hmi da!am !ml 

rnenga1\asi Inna benda milikm·n sehingga tid ak rnemheriknn kesernpa!an b8gi 

peblu kej ahatnn unluk menunzu kan niatnya 
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